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ABSTRAK  

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji desentralisasi fiskal, akuntabilitas 

pemerintah daerah yang diproksi menjadi akuntabilitas laporan keuangan dan 

akuntabilitas kinerja, transparansi laporan keuangan pemerntah daerah terhadap 

tingkat korupsi pemerintah di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data 

sekunder dari Makamah Agung Republik Indonesia di Jawa Tengah, Badan Pusat 

Statistik Jawa Tengah, BPK RI, Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 

dan website masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota. Sampel penelitian 

sejumlah 35 pemerintah daerah  pada tahun 2014 -2016 sehingga total sampel 

sebanyak 105 pemerintah daerah. Metode sampel yang digunakan adalah  

sampling  jenuh. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik 

dengan menggunakan software SPSS versi 21. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal (X1) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah, akuntabilitas 

laporan keuangan pemerintah daerah (X2) berpengaruh negatif signifikan 

terhadap tingkat korupsi pemerintsh daerah, akuntabilitas kinerja pemerintah (X3) 

berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah, 

transparansi laporan keuangan pemerintah daerah (X4) berpengaruh  negatif 

signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah.  

 

 

Kata kunci : desentralisasi, akuntabilitas pemerintah daerah, transparansi laporan 

keuangan pemerintah daerah,  korupsi.
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ABSTRACT 

 

 This study aims to examine fiscal decentralization, accountability of local 

governments proxied to financial report accountability and performance 

accountability, transparency of regional government financial reports on the level of 

government corruption in in Central Java. This study uses secondary data from the 

Supreme Court of the Republic of Indonesia in Central Java, the Central Statistics 

Agency in Central Java, the Republic of Indonesia BPK, the Ministry of Home Affairs 

of the Republic of Indonesia, and the website of each local government. The research 

sample was 35 local governments in 2014-2016 so that a total sample is 105 local 

governments. The sample method used is jenuh sampling. The analytical model used 

is logistic regression analysis using SPSS software version 21. 

 The results showed that fiscal decentralization (X1) had no significant 

effect on the level of corruption of local governments, accountability of local 

government financial reports (X2) had a significant negative effect on the level of 

regional government corruption, government performance accountability (X3) had a 

significant negative effect on the level of corruption in local government, and 

transparency of local government financial reports (X4) had a significant negative 

effect on the level of corruption of local governments. 

 

 

Keywords: decentralization, local government accountability, transparency of local 

government financial report, corruption. 
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INTISARI  

 

 Penelitian ini mengungkapkan permasalahan yang terjadi pada 

penerapan desentralisasi fiskal, akuntabilitas pemerintah daerah, dan transparansi 

laporan keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi yang sering terjadi 

dilingkup pemerintah daerah di Jawa Tengah. Pemerintah daerah adalah petinggi 

daerah yang diamanahi masyarakat didalam mengelola daerah untuk mencapai 

kemajuan dan kesejahteraan. Sejak diberlakukannya sistem desentralisasi fiskal 

pemerintah memegang peran penting bagi penyelenggaraan daerah masing-

masing karena dianggap pemerintah daerah lebih tahu terkait apa saja yang 

dibutuhkan pada masing-masing daerah guna peningkatan pelayanan publik dan 

kesejahteraan. Namun terdapat dampak buruk yang dihasilkan dari sistem 

desentralisasi fiskal tersebut yaitu tindak korupsi yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah  sebagai pejabat tinggi yang memiliki kekuasaan. Maka pemerintah daerah 

dituntut untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan baik. 

 Disisi lain korupsi dapat terjadi ditingkat pemerintah daerah 

dikarenakan tidak adanya akuntabilitas dan transparansi dari pemerintah 

daerah.Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai 

penyelenggara pemerintahan. Akuntabilitas dibagi menjadi 2, yaitu akuntabilitas 

laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan akuntabilitas kinerja 

pemerintah. Akuntabilitas LKPD yaitu pertanggungjawaban  pemerintah daerah 

untuk melaporkan arus keuangan. Setiap pemerintah daerah akan diharuskan 

untuk melaporkan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia guna diadakan pemeriksaan kewajaran laporan keuanan. Akuntabilitas 

kinerja pemerintah berkaitan dengan tanggung jawab atas pemberian amanah dan 

mandat kepada pejabat publik atas berbagai sumber daya daerah yang digunakan 

dalam pencapaian misinya. Dengan adanya akuntabilitas yang tinggi dari 

pemerintah akan mampu mewujudkan adanya pemerintahan yang baik. 

Selanjutnya, transparansi laporan keuangan pemerintah daerah yaitu keterbukaan 

pemerintah terkait arus keuangan. Keterbukaan dapat diterapkan melalui website 

masing-masing pemerintah daerah sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas. 

Sebuah pemerintahan yang baik tidak akan terwujud tanpa adanya prinsip 

keterbukaan dari pihak penyelenggara kepada publik. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis 105 sampel pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama 2014-2016 menunjukkan bahwa 

desentralisasi fiskal (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi 

pemerintah daerah, akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (X2) 

berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintsh daerah, 

akuntabilitas kinerja pemerintah (X3) berpengaruh negatif signifikan terhadap 

tingkat korupsi pemerintah daerah, transparansi laporan keuangan pemerintah 

daerah (X4) berpengaruh  negatif signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah 

daerah



 
 

1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini masyarakat banyak memperbincangkan persoalan korupsi yang 

terjadi pada pemerintahan di Indonesia. Tindak korupsi ini mayoritas dilakukan 

oleh pejabat tinggi yang seharusnya dipercaya masyarakat untuk kemajuan negara 

dan kesejahteraan masyarakat malah sekarang mematahkan kepercayaan tersebut. 

Hal ini tentu memprihatinkan bagi negara karena citra buruk pemerintah daerah 

dimata masyarakat akibat tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) ini. 

Pada dasarnya pemerintah daerah yaitu penyelenggara urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dimana pemerintah daerah ini 

mempunyai kaitan erat terhadap kemajuan daerah tersebut serta peningkatan 

pelayanan-pelayanan umum guna mensejahterakan masyarakat. Mengingat di era 

sekarang ini sering terjadinya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), hal 

ini menimbulkan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintahan 

yang semakin baik. 

Di Jawa Tengah sendiri potensi terjadinya tindak korupsi, kolusi, dan 

nepotisme (KKN) masih terbilang tinggi. Mengingat data yang dikeluarkan 

Indonesian Corruption Watch (ICW) dalam Republika.co.id edisi 17/10/2015 

menempatkan Jawa Tengah diposisi ke 4 dengan 19 kasus bersamaan provinsi 

Jawa Barat dan Jawa Timur dengan jumlah kasus yang sama. Diposisi teratas 

provinsi terkorup, Sumatra Utara dan Nusa Tenggara Timur menjadi daerah 
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terkorup dengan jumlah kasus yang sama yaitu 24 kasus. Kemudian ditahun 

berikutnya sebagaimana dikutip dalam kpk.go.id edisi 09/01/2017, Jawa Tengah 

kembali masuk kedalam provinsi dengan pendampingan KPK dalam proses 

perbaikan daerahnya. Hal tersebut tentu menjadikan Jawa Tengah masuk kedalam 

kategori daerah darurat korupsi. 

Tabel 1. 1. Data Kasus Tipikor Kota/Kabupaten Di Jawa Tengah 2017 

No Nama Daerah Jumlah Kasus 

1 Semarang 7 & 5 ditangani 

KPK 

2 Demak, Blora, Kab. Semarang 7 

3 Kebumen, Klaten 6 

4 Pati, Purworejo, Tegal 5 

5 Batang, Brebes, Kota Pekalongan 4 

6 Wonogiri, Kab. Semarang, Cilacap, 

Pemalang, Surakarta 

3 

7 Jepara, Sukoharja, Magelang, Kendal, 

Purbalingga, Karanganyar, Rembang, 

Banjarnegara 

2 

8 Wonosobo, Banyumas, Boyolali, Klaten, 

Sragen 

1 

9 Kota magelang, Salatiga, Purwokerto, 

Kudus 

0 

       Sumber: Jatengtoday.com/2017 

Tabel diatas menunjukan jumlah kasus tindak pidana korupsi yang diputuskan 

oleh peradilan selama tahun 2017 dari 35 pemerintah daerah Kab./Kota di Jawa Tengah 

hanya empat yang bebas dari tindak korupsi yakni Kota Magelang, Kota Salatiga, 

Purwokerto dan Kudus, sedangkan sisanya masih rawan terjadi tindak pidana korupsi 

dimana jumlah temuan tertinggi yaitu Kota Semarang dengan 7 kasus ditangani 

Pengadilan Tindak Pidana dan korupsi Jawa Tengah dan 5 kasus ditangani KPK. 

Fakta yang diungkap dari Ketua Bidang Korupsi Politik dan Anggaran 

KP2KKN Ronny Maryanto (TribunJateng edisi 25/09/2017) pada kurun waktu 



3 
 

 

1999-2017, tercatat 32 kepala daerah atau wakil kepala daerah melakukan tindak 

korupsi. Bahkan Ronny menegaskan terdapat kepala daerah atau wakil kepala 

daerah yang terjerat lebih dari satu kasus korupsi. Kasus terbaru yang masih 

hangat adalah terjeratnya Bupati Klaten, Sri Hartini atas kasus suap dan kemudian 

Wali Kota Tegal, Siti Masitha Soeparno atas kasus yang sama yaitu penyuapan 

pengelolaan dana jasa pelayanan RSUD Kardinah Kota Tegal. Dimana keduanya 

ditangkap di rumah dinas masing-masing. Menurut Sekretaris Daerah Provinsi 

Jawa Tengah (Sri Puryono) sebagaimana dikutip dalam m.bisnis.com mengatakan 

bahwa tindakan yang merugikan negara ini biasanya terjadi pada sektor 

pengadaan barang dan jasa. Kemudian area yang rawan selanjutnya yaitu hibah-

bansos, kepegawaian, pendidikan, dana desa, pelayanan umum dan perizinan. 

Korupsi disebuah negara apabila tidak segera diatasi dapat menyebabkan 

dampak yang negatif bagi negara tersebut. Akibatnya tidak hanya hilangnya 

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah melainkan akan berimbas kepada 

perekonomian dan terhambatnya kemajuan bangsa. Menurut Widjajabrata dan 

Zacchea (2004) dalam Setiawan (2012) korupsi setidaknya telah menyebabkan 2 

(dua) dampak utama terhadap perekonomian, yakni : (1) korupsi merupakan 

penghambat utama dari pertumbuhan ekonomi akibat yang ditimbulkan terhadap 

investasi dan pertumbuhan sektor swasta; serta (2) menjauhnya dan bahkan 

larinya investor luar negeri dari Indonesia akibat korupsi yang semakin menjadi di 

Indonesia. Menurut Irawanti (2015) dampak negatif korupsi pada sektor publik 

tidak hanya terbatas pada biaya ekonomi dan biaya sosial, namun akan berimbas 
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juga terhadap kualitas pelayanan publik akibat semakin tingginya kerugian yang 

dialami negara dari tindak korupsi tersebut. 

Dari fokus pembahasan ini, ingin mengkaji lebih dalam mengenai faktor-

faktor yang menyebabkan terjadinya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) 

diantaranya yakni desentralisasi fiskal. Sejak berlakunya UU No. 22/1999 dan UU 

No. 25/1999 tentang pemerintah daerah pada era reformasi, telah membuat 

perubahan sistem pemerintahan yang tadinya bersifat sentralisasi berubah menjadi 

desentralisasi. Latar belakang terjadinya perubahan itu sendiri dikarenakan pada 

tahun 1998 dimana adanya tuntutan demokrasi disegala aspek negara. Selanjutnya 

UU No. 22/1999 disempurnakan dengan adanya perundang-undangan baru yaitu 

UU No.32/2004 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa dengan adanya 

desentralisasi fiskal maka akan memberikan kewenangan kepada daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga daerahnya sendiri serta 

memiliki kebebasan dan prioritas masing-masing daerah. Yilmaz et al. (2008) 

dalam Nugroho (2016) memandang desentralisasi fiskal sebagai pemberian 

tanggung jawab kepada pemerintah lokal dalam hal pengeluaran (belanja) dengan 

otonomi pelayanan sehingga dapat merespon kebutuhan masyarakat setempat. 

Haryanto (2015) menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal dari sisi belanja 

(expenditure) didefinisikan sebagai kewenangan pemerintah lokal dalam 

mengalokasikan belanja daerah sesuai dengan diskresi seutuhnya oleh masing-

masing daerah. 

Di Indonesia sendiri desentralisasi fiskal masih menimbulkan pro dan 

kontra. Irawanti (2015) dalam penelitiannya menyatakan setelah diberlakukannya 
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desentralisasi fiskal sejak tahun 2000, korupsi pada tingkat pemerintah daerah 

terus meningkat misalnya banyak Peraturan Daerah (Perda)  khususnya mengenai 

APBD dan perizinan yang diciptakan sebagai artificial agar pejabat lokal beserta 

kelompok kepentingan tertentu untuk memperoleh peluang mendapatkan rente 

dari aturan tersebut. Irawanti (2005) juga menyatakan penyebab tindak korupsi 

yaitu penggunaan kewenangan atau kekuasaan yang bertujuan untuk memperkaya 

diri sendiri atau kelompoknya. Pendapat yang sama dihasilkan oleh penelitian 

Sasana (2009) yang mengatakan bahwa desentralisasi fiskal yang terjadi di negara 

berkembang apabila tidak berpegang pada standart teori desentralisasi, hasilnya 

akan merugikan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi dimana hal tersebut 

merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi pada level pemerintah daerah. 

Desentralisasi fiskal juga dianggap sebagai pemindahan eksternalitas negatif dari 

pemerintah pusat menuju pemerintah daerah (Haryanto, 2015). Hasil penelitian 

Rinaldi et al. (2007) dalam Nugroho (2016) bahwa pengungkapan kasus korupsi 

di daerah sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Peneliti 

Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz (www.voaindonesia.com, 07 

Januari 2016), memberikan fakta bahwa otonomi daerah yang seharusnya menjadi 

jembatan bagi terwujudnya desentralisasi pembangunan malah mendorong potensi 

terjadinya tindak korupsi di daerah. 

Disisi lain menurut Oates (1993) dalam Sasana (2009) menyimpulkan 

bahwa desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah daerah akan lebih efisien dalam 

penyediaan barang-barang publik. Sama halnya dengan hasil penelitian yang 

http://www.voaindonesia.com/
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dilakukan oleh  Fisman dan Gati (2000), Lecuna (2012), Goel dan Nelson (2010) 

dalam sebuah penelitian oleh Nugroho (2016) yang menyebutkan bahwa besarnya 

desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi, yang berarti 

dengan adanya desentralisasi fiskal maka tingkat korupsi cenderung turun. 

Faktor lain penyebab terjadinya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme 

(KKN) menurut sebuah teori oleh Klitgaard (2005) dalam Nugroho (2016) 

menjelaskan korupsi merupakan sebuah monopoli kekuasaan dan kewenangan 

pejabat tanpa adanya sebuah akuntabilitas. Akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas 

laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah. Akuntabilitas LKPD diartikan sebagai pertanggungjawaban 

mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan (LAN & BPKP, 2000). Pemerintah juga wajib 

mempertanggungjawabkan kinerjanya didalam memberikan pelayanan kepada 

publik yaitu dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. 

Akuntabilitas merupakan salah satu karakteristik terciptanya good 

governance atau pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 2002). Semakin baik 

akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah maka korupsi yang terjadi di 

pemerintah daerah semakin berkurang. Pernyataan tersebut didukung penelitian 

Masyitoh et al. (2015) dalam Ikhwan et al. (2016) yang menunjukkan bahwa 

akuntabilitas keuangan berpengaruh negatif terhadap korupsi, berarti semakin baik 

tata kelola pemerintahan terutama prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat 

mengurangi tingkat korupsi. Hal serupa disampaikan oleh De Asis (2006) dalam 

Khairudin dan Erlanda (2016) strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas 
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korupsi di pemerintahan daerah salah satunya yaitu dengan meningkatkan 

akuntabilitas. Hal yang bertolak belakang dengan penelitian tersebut diatas 

disampaikan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2012) 

menemukan bahwa akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak 

berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. Serupa 

dengan penelitian Heriningsih dan Marita (2013) yang membuktikan  bahwa 

opini auditor, dan kinerja keuangan (rasio kemandirian, rasio aktivitas dan rasio 

pertumbuhan) tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah. 

Selanjutnya, karakteristik Good Governance selain akuntabilitas yaitu 

Transparansi (openness). Transparansi diartikan sebagai keterbukaan pemerintah 

dalam memberikan informasi kepada publik melalui situs resminya masing-

masing sehingga mudah diakses oleh masyarakat atau pihak yang berkepentingan. 

Kurniawan (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa transparansi LKPD 

berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Kebijakan pengeluaran/anggaran 

dapat menyebabkan korupsi ketika terjadi ketiadaan transparansi dan pengawasan 

institusi yang efektif dalam pembuatan kebijakan mengenai proyek investasi, 

pengeluaran untuk pengadaan, serta penetapan anggaran tambahan 

(extrabudgetary accounts). Hasil penelitian yang sama ditunjukan Gedeona 

(2005) dalam Khairudin dan Erlanda (2016) mengenai pemberantasan korupsi di 

tingkat daerah dimana hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketertutupan sistem 

pengelolaan anggaran hendaknya diubah dengan penekanan pada prinsip 

transparansi karena terlalu bahaya jika dilakukan tanpa adanya transparansi. 

Pernyataan tersebut berbeda dengan penelitian yang dihasilkan Setiyawan dan 
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Safri (2016) bahwa transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah masih 

belum jadi kenyataan. Sama halnya dengan penelitian yang dihasilkan oleh 

Wulandari (2015) bahwa transparansi LKPD tidak berpengaruh terhadap tingkat 

korupsi pemerintah daerah. 

Dari berbagai uraian diatas dan seiring dengan masih adanya perbedaan 

hasil penelitian terkait peran desentralisasi fiskal, akuntabilitas dan transparansi 

laporan keuangan pemerintah terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah, 

maka penulis ingin meneliti kembali mengenai variabel-variabel tersebut. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Nugroho (2016) yang menguji 

tentang pengaruh Desentralisasi Fiskal, Akuntabilitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah, Dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap 

Tingkat Korupsi Di Pemerintah Daerah (Studi Tahun 2012-2013). Perbedaan 

terjadi pada penambahan variabel yakni transparansi laporan keuangan daerah dan 

obyek penelitian. Pada penelitian Nugroho (2016) di lakukan di seluruh 

pemerintah daerah di Indonesia berbeda dengan penelitian kali ini yakni 

pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Alasan pemilihan obyek penelitian 

tersebut seperti yang telah disebutkacn bahwa Jawa Tengah masih banyak terjadi 

tindak korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan selalu menempati kedalam 

peringkat 10 besar provinsi terkorup di Indonesia. 

1.2. Rumusan Masalah 

Tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) pada pemerintah daerah 

memberikan dampak buruk terhadap perekonomian dan menyebabkan kerugian 

negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat korupsi di pemerintah daerah 
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diantaranya desentralisasi fiskal, akuntabilitas, dan transparansi laporan keuangan 

pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal mengacu pada kewenangan daerah dalam 

mengalokasikan belanja sesuai kebutuhan daerah masing-masing untuk 

kemandirian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan 

penyediaan pelayanan publik semakin efektif. Akuntabilitas LKPD mengacu 

kepada pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan 

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah mengacu kepada sejauh mana pencapaian kinerja dan tujuan 

dari pemerintah daerah. Selanjutnya, transparansi laporan keuangan pemerintah 

daerah (LKPD) yang di artikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam 

memberikan informasi keuangan kepada publik terkait aktivitas pengelolaan 

keuangan daerah. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan penelitian yang menjadi 

dasar didalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap tingkat korupsi 

pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah? 

2. Apakah akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh 

terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah? 

3. Apakah akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berpengaruh terhadap 

tingkat korupsi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah? 

4. Apakah transparansi laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh 

terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menguji dan menganalisis tingkat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap 

tingkat korupsi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. 

2. Menguji dan menganalisis tingkat pengaruh akuntabilitas laporan 

keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah 

di Provinsi Jawa Tengah. 

3. Menguji dan menganalisis tingkat pengaruh akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Provinsi 

Jawa Tengah. 

4. Menguji dan menganalisis tingkat pengaruh transparansi laporan keuangan 

pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Provinsi 

Jawa Tengah. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Aspek teoritis (keilmuan) 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan didalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan  khususnya perkembangan sektor publik di 

Indonesia. 

2. Aspek praktis (guna laksana) 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah 

dalam mengurangi tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga menciptakan 

keberhasilan pelaksanaan pemerintahan. 



 
 

11 
 

BAB II  

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS  

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Korupsi  

Korupsi dalam bahasa inggris yaitu corrupt, corruption. Dalam kamus 

besar bahasa indonesia corruption yaitu korupsi yang berarti  kata busuk, rusak, 

buruk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok 

(melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Dengan kata lain korupsi 

adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk 

kepentingan pribadi atau orang lain. 

Korupsi menurut pasal 2 UU No.31 tahun 1999 yang kemudian direvisi 

menjadi UU No. 20 tahun 2001 mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan 

melawan hukum dan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang 

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut 

Transparancy International, korupsi adalah penyalahgunaan wewenang untuk 

kepentingan pribadi. Profesor Robert Klitgaard dalam Nugroho (2016) 

merumuskan sebuah teori korupsiberdasarkan pengalamannya sebagai seorang 

praktisi konsultan dan penelitian korupsi diberbagai negara. 

 

 

C :  Corrupution (korupsi) 

M: Monopoly (kekuasaan monopoli) 

D : Discretion By Officials (wewenang pejabat) 

C=M+D-A 
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A : Accountability (akuntabilitas)  

Dari rumusan diatas dimaksudkan bahwa seseorang/kelompok melakukan 

korupsi karena mempunyai kekuasaan ditambah dengan kewenangan tanpa 

adanya sebuah akuntabilitas sehingga menyebabkan dorongan untuk melakukan 

tindak korupsi.  

Sebuah teori yang menyebutkan motivasi seseorang/kelompok untuk 

melakukan tindak korupsi yaitu teori fraud triangle (Tuanokotta, 2012). 

                     Tekanan (pressure) 

 

 

Peluang (opportunity)               Rasionalisasi (rationalization) 

 

  Sumber : (Tuanokotta, 2012) 

Tekanan (pressure) adalah dorongan yang dapat menyebabkan 

seseorang/kelompok melakukan tindak korupsi. Misalnya : hutang atau tagihan 

yang menumpuk, gaya hidup yang mewah. Dalam kontek ini seseorang 

melakukan tindakan korupsi dikarenakan kebutuhan atau masalah keuangan bisa 

juga disebabkan oleh keserakahan. Peluang (opportunity) adalah adanya 

kesempatan untuk melakukan tindak korupsi karena di depan mereka ada peluang 

yang terbuka lebar untuk berbuat curang. Hal tersebut didasari karena internal 

control yang lemah dari organisasi tersebut. Selanjutnya Rasionalisasi 

(rationalization) yaitu kecenderungan seseorang untuk membenarkan apapun 

tindakannya. Misalnya tindakan untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang 
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yang dicintai, masa kerja yang cukup lama sehingga seseorang/kelompok merasa 

berhak untuk mendapatkan reward lebih, dan keinginan mengambil sebagian dari 

keuntungan yang diraih sebuah entitas. 

Alasan pemilihan teori korupsi yang dikemukanan oleh Profesor Robert 

Klitgaard dimana seseorang/kelompok melakukan korupsi karena mempunyai 

kekuasaan ditambah dengan kewenangan tanpa adanya sebuah akuntabilitas 

sehingga menyebabkan dorongan untuk melakukan tindak korupsi. Teori yang 

dikemukakan oleh Klitgaard tersebut lebih menekankan pada aspek kewenangan. 

Terkait dengan penyelengaraan pemerintahan dimana tindak korupsi, kolusi, dan 

nepotisme (KKN) mayoritas dilakukan oleh pejabat tinggi yang dipercaya sebagai 

pihak yang berwenang atau berkuasa terhadap pelaksanaan pemerintahan. Bila 

kemiskinan dan kebutuhan ekonomi menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi, 

pada kenyataannya pelaku korupsi sekarang ini orang-orang dengan kekayaan 

yang melimpah seperti pengusaha, anggota DPR, pejabat negara dan petinggi 

lainnya. Tindak korupsi tersebut bukan dilakukan atas dasar mereka lemah 

ekonomi melainkan karna adanya kekuasaan/kewenangan atas jabatan yang 

mereka duduki. Karena dengan posisi tersebut, ia merasa memiliki kekuasaan 

yang penuh terhadap pengelolaan dan asset-asset yang dimiliki tanpa dengan 

adanya pertanggungjawaban yang benar. Didukung dengan sebuah teori fraud 

triangle (Tuanokotta, 2012) diantaranya tekanan (pressure) peluang (opportunity), 

rasionalisasi (rationalization. Pada teori tersebut menjelaskan motivasi seseorang 

terkait tindak korupsi yang dilakukannya. 
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2.1.1.1 Penyebab terjadinya korupsi 

Setelah diketahui pengertian korupsi serta teori yang memotivasi untuk 

melakukan tindak korupsi, maka perlu diketahui penyebab terjadinya korupsi. 

Shah (2007) mengemukakan korupsi yang terjadi pada pemerintah daerah atau 

sektor publik bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : 

1. Kualitas manajemen sektor publik 

2. Sifat alamiah (kondisi) hubungan akuntabilitas antara pemerintah dan 

masyarakat 

3. Kerangka hukum 

4. Tingkatan proses sektor publik dilengkapi dengan transparansi 

informasi 

Adapun penyebab terjadinya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme 

menurut Hehamahua (2011) dalam Wulandari (2015), berdasarkan kajian dan 

pengalaman setidaknya terdapat beberapa penyebab, diantaranya sebagai berikut : 

1. Sistem penyelenggaraan negara yang keliru 

Sebagai negara yang baru berkembang seharusnya lebih mengutamakan 

pembangunan dibidang pendidikan. Namun selama ini di Indonesia difokuskan 

pembangunan dibidang ekonomi. Padahal bagi negara yang baru merdeka masih 

terbatas dalam SDM, uang, manajemen, dan teknologi. 

2. Kompensasi PNS yang rendah 

Bagi negara yang baru merdeka tentu tidak memiliki uang yang cukup 

banyak untuk membayar kompensasi yang tinggi kepada pegawainya. Dengan 

adanya prioritas pembangunan dibidang ekonomi, sehingga menimbulkan pola 
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hidup yang konsumtif, sehingga banyak PNS melakukan tindak KKN baik berupa 

waktu, uang, melakukan kegiatan pungli maupun mark up kecil-kecilan demi 

keuntungan pribadi/keluarga. 

3. Pejabat yang serakah 

Pola hidup yang konsumtif mendorong pejabat untuk meraup kekayaan 

sehingga dengan adanya wewenang dan jabatannya lahirlah sikap serakah dengan 

melakukan mark up proyek-proyek pembangunan bahkan mengambil keuntungan 

dari kekayaan dan aset daerah. 

4. Law enforcement tidak berjalan 

Mengingat di Indonesia semua penegak hukum hampir tidak berjalan 

disemua lini kehidupan baik di instansi pemerintah maupun di lembaga 

kemasyarakatan karena segala sesuatu dapat diukur dengan uang. Disebabkan law 

enforcement  tidak berjalan dimana aparat penegak hukum bisa dibayar mulai dari 

polisi, jaksa, hakim dan pengacara, maka hukuman yang dijatuhkan kepada 

koruptor sangat ringan dan dapat ditebus dengan uang sehingga tidak 

menimbulkan efek jera bagi koruptor. Bahkan tidak menimbulkan rasa takut 

dalam bermasyarakat sehingga masih tetap berani melakukan tindak KKN. 

5. Pengawasan tidak efektif 

Dapat kita lihat permasalahan yang terjadi pada pemerintah dalam 

melakukan pengembangan dan program-program yang dikerjakan belum 

terselesaikan sepenuhnya. Banyak program/proyek dikerjakan dengan lambat dan 

tidak tepat waktu dalam masa penyelesaiannya. Itu semua terjadi karena 

kurangnya pengawasan di pemerintahan kita. Pengawasan tersebut diartikan  



16 
 

 

sebagai proses dalam memastikan apakah kinerja sudah terlaksana sesuai dengan 

apa yang sudah direncanakan. 

6. Tidak ada keteladanan pemimpin 

Saat ini masih banyak pemimpin yang belum menegakkan pancasila 

sebagai ideologi bangsa. Sedangkan sebuah organisasi dapat berfungsi dengan 

baik apabila anggotanya bersedia mengintegrasikan diri dibawah pola tingkah 

laku yang normatif. Pemimpin harus mempu memberikan pengaruh baik terhadap 

anggota-anggotanya. Ketika seorang pemimpin tidak mampu memposisikan 

dirinya sebagai teladan bagi anggota-anggotanya, sehingga anggota tidak bisa 

mematuhi dan mengikuti aturan yang telah ditentukan . Disinilah bisa memicu 

perilaku korup. 

7. Budaya masyarakat yang kondusif KKN 

Didalam kehidupan sehari-haripun masyarakat telah turut terlibat 

melakukan KKN seperti mengurus KTP, SIM, STNK, pendaftaran sekolah atau 

perguruan tinggi, melamar kerja dan lain-lain. Dimulai dari hal terkecil seperti itu 

menjadikan KKN sebagai perbuatan yang biasa dan tidak salah. Sehingga 

keinginan untuk berbuat penyimpangan yang lebih besar dari hal kecil tersebut 

sangat mungkin terjadi. 

Kurniawan (2009) juga menyebutkan bahwa tindak korupsi terjadi ketika 

seorang pejabat memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan otorisasi 

tanpa diimbangi adanya transparansi, kejelasan prosedur dan administratif. 

Termasuk kebijakan pengeluaran/anggaran dapat menyebabkan korupsi ketika 

tidak adanya keterbukaan dan pengawasan yang efektif dalam pembuatan 
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kebijakan mengenai proyek investasi, pengeluaran untuk pengadaan, serta 

penetapan anggaran tambahan (extrabudgetary accounts) 

Selain itu menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2011) 

dalam Hartanto (2013), korupsi disebabkan oleh dua faktor yakni faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari dalam diri sendiri yang 

mencangkup aspek moral (lemahnya iman, kejujuran, dan rasa malu), aspek sikap 

atau perilaku (pola hidup yang konsumtif), aspek sosial (dorongan keluarga atau 

orang terdekat untuk melakukan tindak korupsi). Sedangkan faktor eksternal 

diantaranya aspekekonomi (pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi), aspek 

politis (kepentingan politik, meraih atau mempertahankan kekuasaan). 

2.1.1.2 Dampak terjadinya korupsi 

Mc Mullan (1961) dalam Setiawan (2012) menyatakan akibat yang 

ditimbulkan dari adanya korupsi adalah ketidakefisienan, ketidakadilan, hilangnya 

kepercayaan rakyat kepada pemerintah, memboroskan sumber-sumber negara, 

tidak mendorong perusahaan untuk berusaha terutama perusahaan asing, 

ketidakstabilan politik, pembatasan dalam kebijaksanaan pemerintah dan tindak 

represif. Secara umum dari berbagai dampak yang ditimbulkan dari korupsi yaitu 

merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Sejalan 

dengan Basyaid et al. (2003) dalam Kurniawan (2009) korupsi tidak hanya 

merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak 

sosial dan ekonomi masyarakat, mengggerogoti kesejahteraan dan demokrasi, 

merusak aturan hukum, dan memundurkan pembangunan.  
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Selanjutnya Bahrin (2004) dalam Setiawan (2012) Korupsi memberikan 

dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Korupsi menyebabkan kerugian material dan 

immaterial, serta membawa dampak terhadap penciptaan ekonomi biaya yang 

tinggi, karena korupsi menyebabkan inefisiensi dan pemborosan dalam ekonomi. 

2.2. Variabel-Variabel Penelitian 

2.2.1. Desentralisasi Fiskal 

Sejak berlakunya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 tentang 

pemerintah daerah pada era reformasi, telah membuat perubahan sistem 

pemerintahan yang tadinya bersifat sentralisasi berubah menjadi desentralisasi. 

Latar belakang terjadinya perubahan itu sendiri dikarenakan pada tahun 1998 

dimana adanya tuntutan demokrasi disegala aspek negara. Selanjutnya UU No. 

22/1999 disempurnakan dengan adanya perundang-undangan baru yaitu UU 

No.32/2004 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa dengan adanya 

desentralisasi fiskal maka akan memberikan kewenangan kepada daerah otonom 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga daerahnya sendiri serta 

memiliki kebebasan dan prioritas masing-masing daerah. Penyerahan wewenang 

disertai dengan adanya penyerahan kekuasaan fiskal, pengelolaan aset, sumber 

pembiayaan aktifitas daerah, tugas-tugas pelayanan serta penyediaan fasilitas 

publik. Kekuasaan fiskal dimaksudkan meliputi kewenangan perpajakan daerah, 

kekuasaan untuk belanja, perencanaan, penetapan dan pelaksanaan anggaran, dan 

keleluasaan dalam mendanai investasi dengan melakukan pinjaman (Modul 

Manajemen Belanja Daerah, 2013;14-16).  
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Menurut Barzelay (1991) dalam Sasana (2009) Pemberian otonomi daerah 

melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama, yaitu : 

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah  

2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan 

masyarakat.  

3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut 

serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan daerah. 

Bastian (2006) dalam Hartanto (2013) menyebutkan bahwa pada dasarnya 

setiap daerah mempunyai masing-masing potensi dan keunggulan yang berbeda-

beda seperti pada misalnya aspek lokasi dan sumber daya alamnya. Dari 

pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa terwujudnya sistem desentralisasi 

yang baik dapat dipengaruhi oleh kinerja dari pemerintah itu sendiri. Menurut UU 

No. 33 tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. 

Berdasarkan UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

memberikan kewenangan yang lebih besar kepada kepala daerah dalam 

perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah 

dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat (Modul 

Pendapatan Daerah (MPD), 2013;37-39). 

(Hariyanto, 2012) menekankan bahwa  ukuran desentralisasi yang sering 

digunakan sebagai indikator desentralisasi fiskal adalah pendapatan dan 

pengeluaran.Desentralisasi fiskal tidak hanya dinilai dari sisi pendapatan daerah, 
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tetapi juga dari sisi keleluasan daerah dalam membelanjakan dana yang dimiliki 

(Nugroho, 2016). Yilmaz et al. (2008) dalam Nugroho (2016) memandang 

desentralisasi fiskal sebagai pemberian tanggung jawab kepada pemerintah lokal 

dalam hal pengeluaran (belanja) dengan otonomi pelayanan sehingga dapat 

merespon kebutuhan masyarakat setempat. Pendapat serupa menurut Oates (1993) 

dalam Sasana (2009) menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal akan mampu 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena 

pemerintah daerah akan lebih efisien dalam penyediaan barang-barang publik. 

2.2.2. Akuntabilitas  

Miriam Budiardjo (1998) dalam Setiawan (2012) mendefinisikan 

akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk 

memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Menurut BPKP (2007) 

dalam Wulandari (2015) akuntabilitas dipandang sebagai perwujudan kewajiban 

seseorang atau unit organisasi dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan 

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam 

rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban 

berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Selaras dengan pernyataan 

Sudarsana (2013) dalam Wulandari (2015) bahwa didalam konteks organisasi 

sektor publik, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas 

aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan laporan tersebut baik pemerintah pusat atau pemerintah 

daerah diwajibkan mampu menjadi subjek pemberi informasi tersebut dalam 

rangka memnuhi hak-hak publik. 
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Akuntabilitas termasuk satu dari karakteristik good governance atau tata 

kelola pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas publik adalah 

kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan 

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala 

aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi 

amanah (principal) yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta 

pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009). 

Mardiasmo (2009) menjelaskan lebih lanjut mengenai akuntabilitas yang 

terdiri dari dua macam : 

1. Akuntabilitas Vertikal (vertical accountability) 

Akuntabilitas vertikal merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan 

dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya pertanggungjawaban unit-unit 

kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, dan pemerintah pusat kepada MPR. 

2. Akuntabilitas Horisontal (horizontal accountability) 

Akuntabilitas horisontal merupakan pertanggungjawaban pemerintah 

kepada masyarakat luas baik secara langsung maupun melalui sebuah lemabaga 

perwakilan rakyat. 

Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2002) menjelaskan terdapat  empat 

dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, 

diantaranya : 

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for 

probity and legality) 
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Akuntabilitas kejujuran mengacu kepada penyalahgunaan jabatan (abuse 

of power), sedangkan akuntabilitas hukum mengacu kepada jaminan adanya 

kepatuhan terhadap aturan hukum dan aturan lain yang disyaratkan dalam 

penggunaan sumber dana publik. 

2. Akuntabilitas proses (process accountability) 

Akuntabilitas proses terkait prosedur yang digunakan dalam melaksanakan 

tugas apakah sudah sesuai dengan prosedur yang cukup baik dalam hal kecukupan 

sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur 

administrasi. 

3. Akuntabilitas program (program accountability) 

Akuntabilitas program mengacu kepada pertimbangan program apakah 

tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah 

mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal 

namun dengan biaya minimal. 

4. Akuntabillitas kebijakan (policy accountability) 

Akuntabillitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atas kebijakan-kebijakan yang 

diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. 

Menurut Ulum (2004;38-42) dalam Nugroho (2016) terdapat dua jenis 

akuntabilitas, yakni : 

1. Akuntabilitas keuangan 
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Menekankan kepada pertanggungjawaban integritas keuangan dan ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menghindari 

praktek penyimpangan, kecurangan, dan tindak KKN. 

2. Akuntabilitas kinerja 

Menekankan kepada pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun 

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan yang 

berkaitan dengan tanggung jawab atas pemberian amanah dan mandat kepada 

pejabat publik atas berbagai sumber daya daerah yang digunakan dalam 

pencapaian misinya. 

2.2.2.1 Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan 

hal penting karena sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah 

terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) (Setiawan, 2012). 

Akuntabilitas LKPD diartikan sebagai pertanggungjawaban mengenai integritas 

keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 

(LAN &  BPKP, 2000). Kemudian LKPD tersebut akan menjadi bahan dasar audit 

yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) 

setiap tahunnya sehingga dapat diketahui hasil opini audit. Hasil opini audit 

LKPD tersebut sesuai tingkat kewajaran penyusunan LKPD terhadap Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified 

opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/qualified opinion),  Tidak Wajar 

(TW/adverse opinion), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP/disclaimer 

opinion) (BPK, 2017). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menyatakan 
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bahwa laporan audit telah menyajikan data secara wajar sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku di Indonesia. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 

menyatakan bahwa laporan audit telah menyajikan data secara wajar namun dari 

semua hal yang material sesuai dengan SAP terdapat suatu penyimpangan atau 

kekurangan pada pos tertentu sehingga harus dikecualikan. Opini Tidak Wajar 

(TW) diberikan auditor ketika ditemukan ketidakwajaran entitas dalam 

menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan SAP yang berlaku di 

Indonesia. Sedangkan opini tidak memberikan Pendapat (TMP) menyatakan 

bahwa auditor tidak menyatakan opini atas laporan keuangan dikarenakan adanya 

pembatasan dalam pemeriksaan sehingga auditor tidak dapat melakukan 

pemeriksaan sesuai standart yang ditetapkan IAI. 

2.2.2.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 

LAN (2003;3) menyebutkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 

adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi 

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui alat 

pertanggungjawaban secara periodik. 

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menurut Ulum (2004;38-42) 

dalam Nugroho (2016) menekankan kepada pertanggungjawaban atas 

keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian 

tujuan-tujuan yang berkaitan dengan tanggung jawab atas pemberian amanah dan 

mandat kepada pejabat publik atas berbagai sumber daya daerah yang digunakan 

dalam pencapaian misinya. 
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Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara 

(LAN) modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah (BPKP, 2007) dalam Andriani et 

al. (2015) menyatakan bahwa pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah harus berdasarkan prinsip berikut ini : 

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang 

bersangkutan 

2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan 

sumbersumber daya  secara konsisten dengan peraturan 

perundangundangan yang berlaku 

3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat 

yang 

5. Jujur, objektif, transparan dan akurat 

6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan 

7. Adanya pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. 

Andriani et al. (2015) juga menyebutkan dalam menciptakan akuntabilitas 

erat kaitannya dengan konsep value for money yaitu :  

1. Ekonomi 
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Perolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang 

terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dan input value yang 

dinyatakan dalam satuan moneter. 

2. Efisiensi 

Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan 

input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan 

perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang 

telah ditetapkan. 

3. Efektifitas 

Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara 

sederhana efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan output. 

2.2.3. Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Menurut Araujo dan Tejedo-Romero (2016) dalam Ritonga dan Syamsul 

(2016) Transparansi merupakan sebuah konsep yang luas dan berhubungan 

dengan ketersediaan informasi (supply side of transparency),dapat diakses, dan 

digunakan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (demand side of 

transparancy. Dalam konteks pemerintah daerah (pemda), transparansi berarti 

keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait 

dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2009). Transparansi terkait laporan 

keuangan pemerintah daerah adalah keterbukaan pemda membuat kebijakan-

kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan 

masyarakat. Menurut Mardiasmo (2009) transparansi pengelolaan keuangan 
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daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara 

pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah 

yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan 

kepentingan masyarakat. 

Ritonga dan Syamsul (2016) menyebutkan sejak ditetapkannya Undang-

Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang 

menyatakan bahwa seluruh badan publik, termasuk pemerintah daerah (pemda) 

berkewajiban menerbitkan informasi publik atas setiap aktivitas yang 

dilaksanakannya. Regulasi ini, kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya 

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang 

Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). Didalam Instruksi Mendagri 

tersebut mengamanatkan pemda untuk menyiapkan menu content dengan nama 

TPAD dalam website resmi pemda. Selanjutnya, kembali dipertegas dengan 

dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 07 Tahun 2015 tentang Aksi 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Diterbitkannya beberapa peraturan 

tersebut adalah sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan 

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan mengingat bahwa 

pengelolaan keuangan daerah adalah subsistem dari sistem pengelolaan keuangan 

negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan 

daerah (Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah). 

Sebelumnya dalam Mardiasmo (2002) juga menyatakan bahwa 

transparansi merupakan prinsip yang harus dipegang teguh dan dilaksanakan 
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dalam pengelolaan keuangan daerah untuk memenuhi hak masyarakat (publik) 

terhadap pemda, yaitu: 

1. Hak untuk mengetahui (right to know) 

Kebijakan pemerintah, mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, 

dan mengetahui alasan yang dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu. 

2. Hak untuk diberi informasi (right to informed) 

Meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-

permasalahan yang menjadi perdebatan publik. 

3. Hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to listened to) 

Dengan adanya keterbukaan tersebut memudahkan dalam pengawasan 

terhadap jalannya pemerintahan disebuah daerah. Kurniawan (2009) dalam 

penelitiannya menyatakan kebijakan pengeluaran/anggaran dapat menyebabkan 

korupsi ketika terjadi ketiadaan transparansi dan pengawasan institusi yang efektif 

dalam pembuatan kebijakan mengenai proyek investasi, pengeluaran untuk 

pengadaan, serta penetapan anggaran tambahan (extrabudgetary accounts). Hasil 

penelitian yang sama ditunjukan Gedeona (2005) dalam Khairudin dan Erlanda 

(2016) mengenai transparansi pengelolaan anggaran daerah sebagai jalur alternatif 

pemberantasan korupsi di tingkat daerah dimana hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa ketertutupan sistem pengelolaan anggaran hendaknya diubah dengan 

penekanan pada prinsip transparansi karena terlalu bahaya jika dilakukan tanpa 

adanya transparansi. 
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2.3. Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian telah dilakukan oleh peneliti berkaitan 

dengan tingkat korupsi pemerintah daerah terhadap variabel-variabel yang 

mempengaruhi. Penelitiannya antara lain : 

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu 

No 
Penelitian 

dan Tahun 
Variabel 

Alat 

Analisis 
Hasil Penelitian 

1 Nugroho 

(2016) 
Variabel 

independen: 
Desentralisasi 

fiskal, 

akuntabilitas 

laporan keuangan 

pemerintah 

daerah, dan 

akuntabilitas 

kinerja 

pemerintah 

daerah 

 

Variabel 

Dependen : 
Korupsi 

pemerintah 

daerah 

Analisis : 
Regresi 

berganda 

1. Belanja Daerah 

berpengaruh positif 

terhadap tingkat 

korupsi pemerintah 

daerah 

2. Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

berpengaruh positif 

terhadap tingkat 

korupsi pemerintah 

daerah 

3. Opini Audit (OPINI) 

berpengaruh negatif 

terhadap tingkat 

korupsi pemerintah 

daerah 

4. LAKIP berpengaruh 

negatif terhadap 

tingkat korupsi 

pemerintah daerah 

5. LPPD berpengaruh 

negatif terhadap 

tingkat korupsi 

pemerintah daerah 

2 Khairudin 

dan Erlanda 

(2016) 

Variabel 

independen : 
Akuntabilitas 

laporan keuangan 

pemerintah 

daerah, dan 

transparansi 

laporan keuangan 

pemerintah 

daerah 

Analisis 

:Analisis 

regresi 

berganda 

1. Akuntabilitas laporan 

keuangan pemerintah 

daerah berpengaruh 

negatif terhadap 

tingkat korupsi 

pemerintah daerah 

2. Transparansi laporan 

keuangan pemerintah 

daerah berpengaruh 

negatif terhadap 
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Variabel 

Dependen : 
Korupsi 

tingkat korupsi 

pemerintah daerah 

 

3 Hartanto 

(2013) 
Variabel 

independen: 
Desentralisasi 

fiskal dan 

karakteristik 

pemerintah 

daerah 

 

Variabel 

Dependen: 
Korupsi 

pemerintah 

daerah 

Analisis: 
Regresi 

berganda 

1. Desentralisasi fiskal 

berpengaruh positif 

terhadap tingkat 

korupsi pemerintah 

daerah 

2. Karakteristik 

pemerintah daerah 

berpengaruh negatif 

terhadap tingkat 

korupsi pemerintah 

daerah 

4 Irawanti 

(2015) 
Variabel 

independen : 
Good local 

governance, net 

ekspor, 

pertumbuhan 

ekonomi, belanja 

dan pendapatan 

ekonomi 

 

Variabel 

dependen : 
korupsi 

Analisis 

:Regresi 

linier 

berganda 

1. Tata kelola 

pemerintah daerah  

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap korupsi. 

2. Pertumbuhan ekonomi  

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap korupsi. 

3. Pendapatan daerah  

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap korupsi. 

4. Belanja daerah  

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap korupsi. 

5. Net Ekspor  

berpengaruh negatif 

dan signifikan 

terhadap korupsi 

5 Heriningsih 

dan Marita 

(2013) 

Variabel 

independen : 
Opini audit dan 

kinerja 

pemerintah 

daerah 

 

Variabel 

dependen : 

Analisis : 

Regresi 

berganda 

1. Opini auditor tidak 

berpengaruh terhadap 

tingkat korupsi 

didaerah 

2. Rasio kemandirian 

tidak berpengaruh 

terhadap tingkat 

korupsi dipemerintah 

daerah 
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Tingkat korupsi 

pemerintah 

daerah 

3. Rasio aktivitas tidak 

berpengaruh terhadap 

tingkat korupsi di 

pemerintah daerah. 

4. Rasio pertumbuhan 

tidak berpengaruh 

terhadap tingkat 

korupsi pemerintah 

daerah. 

6 Setiawan 

(2012) 
Variabel 

independen : 
Akuntabilitas 

laporan keuangan 

pemerintah 

daerah 

 

Variabel 

dependen : 
korupsi 

pemerintah 

daerah di 

Indonesia 

Analisis : 
Regresi 

berganda 

1. Opini audit laporan 

keuangan pemerintah 

daerah berpengaruh 

negatif terhadap 

tingkat korupsi 

pemerintah daerah. 

2. Kelemahan sistem 

pengendalian intern 

laporan keuangan 

pemerintah daerah 

berpengaruh positif 

terhadap tingkat 

korupsi pemerintah 

daerah. 

3. Ketidakpatuhan 

terhadap ketentuan 

peraturan perundang-

undangan laporan 

keuangan pemerintah 

daerah berpengaruh 

positif terhadap 

tingkat korupsi 

pemerintah daerah.  

7 Babaroh 

dan 

Prayitno 

(2011) 

Variabel 

independen : 
Transparansi 

pemerintah dan 

tingkat 

pendidikan 

masyarakat 

 

Variabel 

dependen : 
Korupsi di 

Kabupaten  dan 

Kota Madya di 

Indonesia 

Analisis : 
Regresi 

1. Transparansi 

berpengaruh 

signifikan terhadap  

tingkat keterjadian 

korupsi dibeberapa 

daerah di Indonesia 

2. Tingkat pendidikan 

masyarakat tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap  

tingkat keterjadian 

korupsi dibeberapa 

daerah di Indonesia 
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8 Wulandari 

(2015) 
Variabel 

independen : 

Akuntabilitas 

laporan keuangan 

pemerintah 

daerah dan 

kinerja keuangan 

pemerintah 

daerah 

 

Variabel 

dependen : 

tingkat korupsi 

pemerintah 

daerah 

Analisis : 

Regresi 

logistik 

1. Opini audit tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat korupsi 

pemerintah daerah 

2. Kelemahan SPI  tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat korupsi 

pemerintah daerah 

3. Kepatuhan peraturan 

perundang-undangan  

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat korupsi 

pemerintah daerah 

4. Rasio kemandirian 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat korupsi 

pemerintah daerah 

5. Rasio belanja operasi  

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat korupsi 

pemerintah daerah 

6. Rasio belanja modal  

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat korupsi 

pemerintah daerah 

7. Rasio pertumbuhan  

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat korupsi 

pemerintah daerah 

9 Saputra 

(2012) 
Variabel 

Independen : 

Desentralisasi 

fiskal 

 

Variabel 

Dependen : 

Korupsi di 

Indonesia 

Analisis : 

Analisis 

jalur (path 

Analysis) 

1. Desentralisasi fiskal 

perpengaruh positif 

signifikan terhadap 

korupsi di Indonesia 
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2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Kerangka pemikiran teoritis merupakan konsep untuk menjelaskan dan 

menunjukan keterkaitan variabel-variabel yang diteliti. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1. Kerangka Penelitian 

 

2.5. Pengembangan Hipotesis 

2.5.1 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Korupsi 

Pemerintah Daerah 

Dengan adanya perundang-undangan baru yaitu UU No.32/2004 tentang 

pemerintah daerah menyatakan bahwa dengan adanya desentralisasi fiskal maka 

akan memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan rumah tangga daerahnya sendiri serta memiliki kebebasan 

dan prioritas masing-masing daerah. Penyerahan kewenangan tersebut diharapkan 

mampu menciptakan kemandirian dalam membangun daerahnya dan daerah lebih 

tahu terkait pelayanan dan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan. Sayangnya dengan adanya pelaksanaan 

desentralisasi fiskal tersebut banyak disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan 

pada daerah setempat dengan munculnya sejumlah praktik korupsi, kolusi, dan 

Desentralisasi Fiskal (X1) 

Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (X2) Tingkat Korupsi 

Pemerintah 

Daerah (Y) 

Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (X4) 
 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (X3) 
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nepotisme (KKN). Sehingga pelaksanaan desentralisasi fiskal semakin jauh dari 

yang dicita-citakan (Haryanto, 2015). Irawanti (2015) menyebutkan bahwa 

kewenangan dalam hal pengelolaan keuangan daerah menjadi celah bagi petinggi 

pemegang kekuasaan untuk melakukan tindak korupsi terhadap dana APBD. 

Dimana dana dari APBD seharusnya untuk membiayai berbagai pelayanan publik 

justru disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri/kelompok. Sehingga 

terhambatnya pembangunan daerah serta pelayanan publik menjadi tidak 

maksimal dan kesejahteraan masyarakat menurun. 

Senada dengan sebuah teori yang dikemukakan oleh Klitgaard (2005) 

bahwa korupsi merupakan sebuah monopoli kekuasaan dan kewenangan pejabat 

tanpa adanya sebuah pertanggungjawaban. Seperti kita ketahui seiring dengan 

maraknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi pada negara 

Indonesia mayoritas dilakukan oleh pengusaha, anggota dewan bahkan petinggi 

negara. Bila kemiskinan dan kebutuhan ekonomi menjadi faktor penyebab 

korupsi, pada kenyataanya mereka bukanlah orang-orang dengan dengan 

perekonomian yang lemah. Teori yang dikemukakan oleh Klitgaard tersebut lebih 

menekankan pada aspek kewenangan. Artinya, seseorang melakukan tindak 

korupsi karena adanya kewenangan/kekuasaan atas jabatan yang ia duduki. 

Hasil penelitian Rinaldi et al. (2007) dalam Nugroho (2016) bahwa 

pengungkapan kasus korupsi di daerah sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi 

di Indonesia. Didukung dengan penilitian Hartanto (2013) dan Saputra (2012) 

menunjukan bahwa semakin tinggi desentralisasi fiskal maka semakin tinggi juga 

tingkat korupsi. Irawanti (2015) dalam penelitiannya juga menyatakan setelah 
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diberlakukannya desentralisasi fiskal sejak tahun 2000, korupsi pada tingkat 

pemerintah daerah terus meningkat misalnya banyak Peraturan Daerah (Perda)  

khususnya mengenai APBD dan perizinan yang diciptakan sebagai artificial agar 

pejabat lokal beserta kelompok kepentingan tertentu untuk memperoleh peluang 

mendapatkan rente dari aturan tersebut. 

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H1 :  Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi 

pemerintah daerah 

2.5.2 Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah 

Terkait dengan laporan keuangan pemerintah (LKPD), menekankan 

kepada pertanggungjawaban integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan, sehingga dapat menghindari praktek penyimpangan, 

kecurangan, dan tindak KKN. Kemudian LKPD tersebut akan menjadi bahan 

dasar audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

(BPK RI) setiap tahunnya sehingga dapat diketahui hasil opini audit LKPD. 

Semakin baik akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah maka korupsi 

yang terjadi di pemerintah daerah semakin berkurang. 

Masih dengan sebuah teori yang dikemukakan oleh Klitgaard (2005) 

dalam Nugroho (2016) menjelaskan bahwa korupsi merupakan sebuah monopoli 

kekuasaan dan kewenangan pejabat tanpa adanya sebuah akuntabilitas. Klitgaard 

(2005) salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi adalah 
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dengan memperbaiki sistem yang korup yakni dengan mengatur masalah 

monopoli, diskresi, dan akuntabilitas. Berdasarkan paparan teori tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa akuntabilitas mempunyai peran yang cukup penting dan 

signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi (Kurniawan, 2009). 

Pernyataan tersebut didukung penelitian Masyitoh et al. (2015) dalam 

Ikhwan et al. (2016) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan 

berpengaruh negatif terhadap korupsi, berarti semakin baik tata kelola 

pemerintahan terutama prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat mengurangi 

tingkat korupsi. 

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H2 :  Akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif 

signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah 

2.5.3 Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 

Menurut Ulum (2004;38-42) dalam Nugroho (2016) menekankan kepada 

pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan yang berkaitan dengan tanggung jawab 

atas pemberian amanah dan mandat kepada pejabat publik atas berbagai sumber 

daya daerah yang digunakan dalam pencapaian misinya. Pernyataan tersebut 

menunjukkan bahwa akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk menilai 

pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan pemerintah. 

Akuntabilitas merupakan salah satu karakteristik terciptanya good governance 

atau pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 2002). 
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De Asis (2006) dalam Khairudin dan Erlanda (2016) strategi yang dapat 

dilakukan untuk memberantas korupsi di pemerintahan daerah salah satunya yaitu 

dengan meningkatkan akuntabilitas. Didukung dengan hasil penelitian terkait 

akuntabilitas yang telah di lakukan oleh Santoso dan Pembelum (2008) yang 

mengatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap pengurangan 

korupsi karena perbaikan kualitas akuntanbilitas kinerja mampu meminimalkan 

praktik korupsi. 

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

H3 :  Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan 

terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah 

2.5.4 Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah 

Dalam konteks pemerintah daerah (pemda), transparansi berarti 

keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait 

dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan informasi (Mardiasmo 2009). Transparansi terkait laporan 

keuangan pemerintah daerah adalah keterbukaan pemda membuat kebijakan-

kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan 

masyarakat. Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas 

dari tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) harus memenuhi asas 

keterbukaan tersebut. Pemerintah daerah dapat menyediakan informasi 

keuangannya melalui situs resminya masing-masing sehingga mudah diakses oleh 
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masyarakat atau pihak yang berkepentingan. Karena dengan adanya keterbukaan 

tersebut memudahkan dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan 

disebuah daerah. 

Dalam kondisi tidak transparansi, rasionalitas agen cenderung lebih kuat 

karena ekspektasi agen untuk memperoleh insetif pribadi lebih besar. Sebaliknya 

dalam transparansi, kepemilikan informasi yang sama dapat menghindarkan dari 

korupsi karena rasionalitas agen tidak diberi peluang untuk mendapatkan insentif 

lebih besar. Hal tersebut sesuai dengan salah satu teori fraud triangle (Tuanokotta, 

2012), rasionalisasi (rationalization) yaitu kecenderungan seseorang untuk 

membenarkan apapun tindakannya. Misalnya tindakan untuk mendapatkan 

reward lebih, dan keinginan mengambil sebagian dari keuntungan yang diraih 

sebuah entitas. 

Didukung dengan hasil penelitian Khairudin dan Erlanda (2016) mengenai 

transparansi pengelolaan anggaran daerah sebagai jalur alternatif pemberantasan 

korupsi di tingkat daerah dimana hasil penelitian menyimpulkan bahwa 

ketertutupan sistem pengelolaan anggaran hendaknya diubah dengan penekanan 

pada prinsip transparansi karena terlalu bahaya jika dilakukan tanpa adanya 

transparansi. 

Berdasarkan analisis serta penelitian terdahulu di atas dapat di rumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H4:  Transparansi laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif 

signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN  

 

3.1 Metode Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya korelasi antar 

variabel dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel 

independen, dengan demikian disebut penelitian korelasional (hubungan). 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menekankan pada 

pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan 

angka dan melakukan analisi data dengan prosedur statistik (Indriantoro dan 

Supomo, 2009). 

3.2 Variabel, Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

3.2.1 Definisi dan Operasinal Variabel 

Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau suatu yang menjadi titik 

perhatian penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

variabel terikat (variabel dependen) dan variabel bebas (variabel independen). 

Variabel terikat adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

variabel bebas, sedangkan variabel bebas adalah tipe variabel yang menjelaskan 

atau mempengaruhi variabel lain (Indriantoro dan Supomo, 1999). Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal, akuntabilitas, dan 

transparansi laporan keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi 

pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah, sehingga perlu dilakukan pengujian 

hipotesis-hipotesis yang diajukan dengan cara mengukur variabel yang diteliti.  
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Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah tingkat 

korupsi, sedangkan variabel independennya desentralisasi fiskal, akuntabilitas, 

dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. 

3.2.2 Variabel Dependen (Terikat) 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain 

atau  yang dinilainya tergantung/terikat dari nilai variabel lain (Kuntjojo,2009). 

Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat korupsi pemerintah 

daerah. 

3.2.2.1 Tingkat Korupsi  

Korupsi menurut pasal 2 UU No.31 tahun 1999 yang kemudian direvisi 

menjadi UU No. 20 tahun 2001 mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan 

melawan hukum dan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang 

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

Tingkat Korupsi diukur dengan nilai dummy, ada dan tidaknya temuan 

kasus penetapan atau direktori putusan yang dipublikasikan oleh Makamah Agung 

Republik Indonesia. Nilai 1 jika ditemukan adanya putusan dan 0 jika tidak 

ditemukan putusan pada masing-masing pemerintah daerah. 

3.2.3 Variabel Independen (Bebas) 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain dan 

nilainya mempengaruhi variabel lain, yakni variabel terikat (dependen) (Kuntjojo, 

2009). Variabel independen dalam penelitian ini adalah desentralisasi fiskal, 

akuntabilitas, dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. 
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3.2.3.1 Desentralisasi Fiskal 

UU No.32/2004 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwa dengan 

adanya desentralisasi fiskal maka akan memberikan kewenangan kepada daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga daerahnya 

sendiri serta memiliki kebebasan dan prioritas masing-masing daerah. Pengukuran 

desentralisasi fiskal dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah 

dilakukan Sasana (2009) yang mendasarkan pada penelitian Zang dan Zou (1998). 

Berikut penjabaran rumus untuk pengukuran tingkat desentralisasi fiskal : 

╓ἐ
╟═╓║╗╟ ╓║╟

╣╟╓
X100% 

Keterangan : 

DF  : Desentralisasi Fiskal 

PAD  : Pendapatan Asli Daerah 

BHP DBP : Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 

TPD  : Total Pengeluaran Daerah 

 

3.2.3.2 Akuntabilitas L aporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Akuntabilitas LKPD diartikan sebagai pertanggungjawaban mengenai 

integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan (LAN & BPKP, 2000). LKPD tersebut menjadi bahan dasar audit yang 

dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) setiap 

tahunnya sehingga dapat diketahui hasil opini audit sesuai tingkat kewajaran 

penyusunan LKPD terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (BPK, 2017). 

Pengukuran hasil opini audit menggunakan variabel dummy, yaitu variabel 

yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif 

(Cooper dan Schindler, 2000). Dimana pada kategori unqualified opinion yang 
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terdiri dari WTP/unqualified opinion diberi nilai dummy1. Sedangkan untuk 

kategori non unqualified opinion yang terdiri WDP/qualified opinion, 

TW/adverse opinion, dan TMP/disclaimer opinion diberi nilai dummy 0. 

3.2.3.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menurut Ulum (2004;38-42) 

dalam Nugroho (2016) menekankan kepada pertanggungjawaban atas 

keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian 

tujuan-tujuan yang berkaitan dengan tanggung jawab atas pemberian amanah dan 

mandat kepada pejabat publik atas berbagai sumber daya daerah yang digunakan 

dalam pencapaian misinya.  

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menurut PP No. 6 Tahun 

2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah 

capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari 

masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Ukuran Kinerja 

Pemerintah Daerah yang diproksikan dengan skor EPPD (Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) dengan pengukuran sebagai berikut : 

1.  Full Sample : Mempergunakan variabel dummy, skor 1 jika pemerintah daerah  

memberikan laporan LPPD dan kemendagri memberi skor pada 

LPPD dan Skor 0  jika tidak memberikan laporan dan 

kemendagri tidak memberi skor pada LPPD; 

2.  Sub Sample : Pemberian skor kinerja EKPPD pada pemerintah oleh 

Kemendagri. 
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3.2.3.4 Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Menurut Mardiasmo (2009) transparansi pengelolaan keuangan daerah 

pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah 

daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, 

efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan 

masyarakat. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada 

penelitian Aminah dan Tarmizi (2013) yang menggunakan enam kriteria dalam 

pengukuran transparansi, diantaranya sebagai berikut : 

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran 

2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses 

3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu 

4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat 

5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik 

6. Terdapat informasi lainnya terkait aktivitas lainnya seperti pengadaan 

barang terbuka/tender, investasi, kekayaan alam, dan sebagainya. 

Adapun tata cara penentuan indeks transparansi pengelolaan keuangan 

daerah adalah sebagai berikut (Ritonga dan Syamsul, 2016) : 

1. Jika suatu entitas memenuhi enam kriteria tersebut maka penilaian 

yang diberikan untuk masing-masing indikator yaitu 1 skor. Sehingga 

ketika keenam indikator dapat terpenuhi maka entitas tersebut akan 

memperoleh total skor 6. 

2. Menghitung tingkat transparansi (indeks) dengan cara membagi total 

skor yang diperoleh dengan total skor yang diharapkan dapat 
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diperoleh oleh setiap indikator, kemudian dikalikan seratus. Rumus 

operasionalnya adalah sebagai berikut :  

 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan dari suatu kelompok individu, kejadian, 

ataupun hal yang menarik perhatian peneliti untuk dilakukan investigasi (Sekaran 

dan Bougie, 2013). Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah 

di Provinsi Jawa Tengah. 

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono, 2012). Pengambilan sampel dilakukan 

dengan menggunakan sampling jenuh. Sampling jenuh yaitu teknik pemilihan 

sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampling 

jenuh dikenal juga dengan istilah sensus. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yakni data berupa 

angka-angka yang akan diolah dalam rangka memberi kesimpulan atau hasil 

penelitian. Data yang akan diolah dalam penelitian ini merupakan data sekunder. 

Menurut Sugiyono (2012) mendefinisikan data sekunder adalah data yang 

diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain 

yang bersumber dari literature buku-buku, serta dokumen perusahaan. 

Data terkait tingkat korupsi diperoleh dari kasus penetapan atau putusan 

tindak pidana korupsi oleh Makamah Agung Republik Indonesia di Jawa Tengah. 

Indeks= X100 
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Data terkait desentralisasi fiskal bersumber dari data pendapatan asli daerah dan 

juga bagi hasil pajak dan non pajak yang didapat dari Badan Pusat Statistik Jawa 

Tengah. Data akuntabilitas LKPD bersumber dari hasil pemeriksaan laporan 

keuangan yang diterbitkan oleh BPK RI melalui Laporan Hasil Pemeriksaan 

(LHP). Data akuntabilitas kinerja pemerintah daerah diperoleh melalui website 

Kemendagri. Sedangkan data transparansi LKPD diperoleh dari data terkait 

pelaporan keterbukaan pemerintah daerah di website masing-masing pemerintah 

daerah. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan variabel penelitian berupa catatan, transkip, buku-buku, 

jurnal, dan literatur-literatur terkait (Irawanti, 2015). 

3.6 Teknis Analisis 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas teknik 

analisis regresi logistik dengan menggunakan program SPSS versi 21 sebagai alat 

untuk menguji data tersebut. 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif  

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan mendiskripsikan 

variabel-variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah rata-rata (mean), nilai maksimum (max), minimum (min), 

standar deviasi untuk mendiskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih 

jelas dan mudah untuk dipahami. 
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3.6.2. Regresi Logistik   

Persamaan regresi logistik merupakan persamaan regresi dengan 

menggunakan dua atau lebih variabel independen dengan variable terikat 

berbentuk dummy. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai 

ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen 

dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau 

rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. 

 Dari penelitian ini model regresi logistik tepat digunakan karena memiliki 

satu variabel dependen yang menggunakan data dummy dan memiliki variabel 

i n d e p e n d e n  ya n g  d i u k u r  d e n g a n  s k a l a  r a s i o m a u u n  d u m m y. 

Bentuk umum persamaan regresi berganda ini adalah: (Ghozali, 2011).  

K = a0 + a1 X1 +bX2 X2 + b3 X3 + b4X4 + e 

Dimana: 

K  = Dummy variabel korupsi 

X1  = Desentralisasi Fiskal  

X2  = Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

X3  = Akuntailitas Kinerja Pemerintah Daerah 

X4 =  Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

e  =   Error 

3.6.3 Uji Parameter Model Regresi 

3.6.3.1 Uji Kesesuaian model (Uji F ) 

Uji F dapat disebut juga tentang kebaikan model regresi (godness of fit). 

Menurut Ghozali (2011) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 
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variabel independen atau bebas yang dimasukan dalam model mempunyai 

pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau 

terikat. Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikan Ŭ 

sama dengan 5% (Ŭ = 0.05). 

Rumus hipotesis statistik pengujian ini adalah sebagai berikut: 

(  :  =  =  =  = 0, artinya variabel secara independen (8, 8, 8, 8,) 

secara simultan atau bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 

(Y). 

(  : tidak semua  berharga nol artinya variabel independen (8, 8, 8, 

8,) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen 

(Y). 

3.6.3.2 Overall Model Fit 

Pada prinsipnya pengujian dengan regresi logistik secara keseluruhan 

dilakukan dengan menguji perubahan nilai log likelihood. Padablok awal 

(beginning block) pada model hanya dengan konstanta. Pada (Method = Enter) 

pengujian pada blok 1 atau pengujian dengan memasukkan 4 prediktor diperoleh 

nilai ï2 log likelihood. Melalui kedua blok tersebut (Iteration History) dapat 

diketahui selisih nilai -2(L0-L1) demikian terjadi perubahan nilai ï2 log likelihood 

setelah menggunakan 4 variabel sehingga akan diketahui model dengan 4 

prediktor menunjukkan sebagai model yang lebih baik. 

3.6.4 Koefisien Determinasi (ἠ ) 

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengukur besarnya 

presentasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien 
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ini dinyatakan dalam 2 . Nilai 2  menunjukkan tingkat kemampuan semua 

variabel bebas untuk mempengaruhi variabel dependen, sedangkan sisanya 

ditentukan oleh variabel lain diluar variabel bebas. Nilai RSquare dikatakan baik 

jika diatas 0,5 karena nilai R Square berkisar 0 sampai 1.  

3.6.5 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

variabel-variabel independen terhadap variabel dependen baik parsial maupun 

bersama-sama. 

3.6.5.1 Uji Stati stik t  

Nilai statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen 

secara individual berpengaruh terhadap dependennya (Purwanto et. Al, 2011). 

Untuk melakukan uji yang perlu dilakukan adalah merumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

1) (  :   0, artinya desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap tingkat 

korupsi pemerintah daerah 

(  : > 0, artinya desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap tingkat 

korupsi pemerintah daerah 

2) (  :   0, artinya akuntabilitas LKPD tidak berpengaruh terhadap tingkat 

korupsi pemerintah daerah 

(  : > 0, artinya akuntabilitas LKPD berpengaruh positif terhadap tingkat 

korupsi pemerintah daerah 

3) (  :   0, artinya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah tidak 

berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah 
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(  : > 0, artinya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berpengaruh 

positif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah 

4) (  :   0, artinya transparansi LKPD tidak berpengaruh terhadap tingkat 

korupsi pemerintah daerah 

(  : > 0, artinya transparansi LKPD berpengaruh positif terhadap tingkat 

korupsi pemerintah daerah 

Kriteria pengambilan keputusan untuk menguji statistik uji t yaitu jika nilai 

signifikan < Ŭ = 5% maka (  ditolak atau (  diterima dan jika nilai signifikan >Ŭ 

= 5% maka (  diterima atau (  ditolak. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1.   Gambaran Objek Penelitian 

Populasi dari penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-

Jawa Tengah sebanyak 35 sampel pemerintah Kabupaten/Kota. Periode 

pengamatan atas dasar penentuan jumlah sampel selama tahun 2014 sampai 

dengan tahun 2016. Atas dasar penentuan jumlah sampel yang telah ditetapkan 

pada bab sebelumnya, maka diperoleh jumlah sampel penelitian dari tahun 2014 

sampai dengan 2016 adalah sebanyak 35 pemerintah Kabupaten/Kota sehingga 

total keseluruhan sampel sebanyak 105 pemerintah Kabupaten/Kota.  

4.2. Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif variable penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan 

nilai-nilai maksimum, minimum, rata-rata, standar deviasi dari variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu tingkat korupsi, desentralisasi fiskal, 

akuntabilitas LKPD, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dan transparansi 

LKPD. 

Tabel 4. 1. Statistik Deskriptif  

 N Min Max Mean Std.Deviation 

Desentralisasi fiscal 105 7.28 32.90 14.6120 4.92799 

Akuntabilitas LKPD 105 0 1 .61 .490 

Akuntabilitas kinerja 105 0 1 .71 .454 

Transparansi LKPD 105 0.00 100.00 49.5239 29.63960 

Tingkat korupsi 105 0 1 .74 .439 

Valid N (listwise) 105     

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 
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Dari 105 datasampel pemerintah daerah Kabupaten/Kota selama tahun 

2014ï2016, tingkat korupsi yang diukur dengan ada atau tidaknya temuan kasus 

yang diputuskan oleh peradilan menunjukan rata-rata nilai sebesar 0,74% lebih 

tinggi dibandingkan nilai standar deviasi sebesar 0,439, artinya tingkat korupsi 

dikatakan tinggi. Diperoleh sebanyak 78 Kabupaten/Kota terkena kasus korupsi 

dan sisanya sebanyak 27 Kabupaten/Kota lainnya tidak terkena kasus korupsi. 

Desentralisasi fiskal yang diukur dengan rasio PAD ditambah Bagi Hasil 

Pajak dan Bukan Pajak dibagi total pengeluaran daerah dikalikan 100% 

menunjukkan tingkat desentralisasi fiskal untuk keseluruhan pemerintah daerah 

diperoleh rata-rata sebesar 14,6120% dengan nilai standar deviasi sebesar 4.92799 

yang artinya bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah secara rata-rata 

mampu mendapatkan PAD hingga 14,6120% dari total pengeluaran. Nilai 

tertinggi desentralisasi fiskal adalah 32.90% dimiliki oleh Kota Semarang tahun 

2016 sedangkan nilai terendah dimiliki oleh Kabupaten Klaten dengan angka 

7.28% pada tahun 2014.  

Untuk variabel akuntabilitas LKPD yang diukur dengan hasil pemeriksaan 

laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK RI Jawa Tengah selama tahun 

2014 ï 2016atau dari 105 data LKPD, diperoleh rata-rata sebesar 0,61 dengan 

nilai standar deviasi sebesar 0,490 yang artinya 61% Pemerintah Kabupaten/Kota 

di Jawa Tengah secara rata-rata mampu bertanggung jawab atas laporan keuangan 

pada masing-masing pemerintah daerah. Sebanyak 64 pemerintah daerah 

memperoleh opini WTP (Unqualified) sedangkan sisanya sebanyak 41 

memperoleh opini WDP (non unqualified). 
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Untuk variabel akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang diukur 

dengan  nilai dummy terhadap skor EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah) oleh Kemendagri menunjukan rata-rata sebesar 0,71 dengan nilai standar 

deviasi sebesar 0,454 yang artinya 71% dari 105 sampel melaporkan 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan kemendagri memberikan skor pada 

LPPD. Jika dipisahkan, untuk pemerintah daerah yang melaporkan 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan memperoleh skor dari kemendagri dari 

tahun 2014-2016 sejumlah 75 pemerintah daerah sedangkan sisanya sebanyak 30 

pemerintah daerah tidak melaporkan dan tidak mendapat skor. 

Untuk variabel transparansi LKPD yang diukur dengan dummy terhadap 6 

indikator pelaporan keterbukaan di website masing-masing menunjukan hasil rata-

rata sebesar 49,5239 dengan nilai standar deviasi sebesar 29,63960 yang artinya 

secara rata-rata dari 105 sampel memberikan keterbukaan informasi terhadap 

publik terhadap 6 indikator pengukuran transparansi. Terdapat 3 pemerintah 

daerah dengan tingkat transparansi tertinggi yaitu Kabupaten Klaten, Kabupaten 

Boyolali, Kabupaten Magelang dimana pada 3 tahun berturut meraih skor 100,0 

atau memenuhi 6 indikator transparansi. Sedangkan terdapat 2 pemerintah daerah 

dengan skor 0,0 selama 3 tahun berturut karena kurang terpenuhinya 6 indikator 

transparansi yaitu Kabupaten Demak dan Kabupaten Sukoharjo. 

4.3. Model Regresi Logistik 

Untuk menguji secara multivariate hipotesis adanya pengaruh beberapa 

variabel independen terhadap tingkatkorupsi dilakukan dengan menggunakan 

analisis regresi logistik. Penggunaan analisis regresi logistik ini digunakan karena 
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variabel dependen (tingkat korupsi) diukur dengan ukuran yang berbentuk 

dummy, yaitu ada dan tidak adanya putusan tindak pidana korupsi oleh peradilan 

terhadap 105 sampel dimana variabel ini dinyatakan dalam nilai 0 untuk 

menunjukkan tidak adanya korupsi dan nilai 1 yang menunjukkan adanya tindak 

korupsi.  

Perhitungan statistik dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi 

logistik dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS 

versi 21. Hasil yang diperoleh dari pengolahan yaitu sebagai berikut. 

Tabel 4. 2. Persamaan Pengujian Regresi Logistik 

Variables in the Equation 

 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95.0% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Desentralisasi_fiskal -.011 .052 .042 1 .837 .989 .894 1.095 

Akuntabilitas_LKPD -1.736 .683 6.460 1 .011 .176 .046 .672 

Akuntabilitas_kinerja -1.731 .816 4.498 1 .034 .177 .036 .877 

Transparansi_LKPD -.023 .009 6.451 1 .011 .977 .960 .995 

Constant (Y) 5.176 1.385 13.978 1 .000 177.033   

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 

Dari output diatas dihasilkan persamaan regresi logistik sebagai berikut : 

Ln
╚

╚
= 5,176ï 0,011 X1 ï 1,736 X2 ï 1,731 X3 - 0,23 X4 

Dari model persamaan tersebut, diperoleh bahwa semua variable 

independen menunjukan nilai koefisien dengan arah negatif. Berikut penjelasan 

dari persamaan di atas : 
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1. Nilai Constant (Y) sebesar 5,176 yang berarti bahwa desentralisasi 

fiskal, akuntabilitas LKPD, akuntabilitas kinerja pemerintah, dan 

transparansi LKPD mengakibatkan peningkatan sebesar 5,176 

2. Variabel desentralisasi fiskal (X1) menunjukkan nilai negative sebesar 

-0,11 yang artinya bahwa desentralisasi fiskal meningkat satu-satuan, 

maka tingkat korupsi akan menurun sebesar -0,11. 

3. Variabel akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (X2) 

menunjukkan nilai negative sebesar -1,736 yang artinya bahwa 

akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah meningkat satu-

satuan, maka tingkat korupsi akan menurun sebesar -1,736. 

4. Variabel akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (X3) menunjukkan 

nilai negative sebesar -1,731 yang artinya bahwa akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah meningkat satu-satuan, maka tingkat korupsi akan 

menurun sebesar  -1,731. 

5. Variabel transparansi laporan keuangan pemerintah daerah (X4) 

menunjukkan nilai negative sebesar -0,23 yang artinya bahwa 

transparansi laporan keuangan pemerintah daerah meningkat satu-

satuan, maka tingkat korupsi akan menurun sebesar -0,23. 

4.4. Pengujian Parameter Model Regresi 

4.4.1. Uji Kesesuaian Model (Goodness of Fit Test) 

Langkah awal untuk mengetahui bahwa suatu model regresi logistik 

merupakan sebuah model yang tepat, terlebih dahulu akan dilihat bentuk 

kecocokan atau kelayakan model secara keseluruhan. Pada pengujian kelayakan 

model regresi logistik dapat dilakukan dengan menggunakan pengujian ketepatan 



55 
 

 

antara prediksi model regresi logistik dengan data hasil pengamatan. Pengujian ini 

diperlukan untuk memastikan tidak adanya kelemahan atas kesimpulan dari model 

yang diperoleh. Model regresi logistik yang baik adalah apabila tidak terjadi 

perbedaan antara data hasil pengamatan dengan data yang diperoleh dari hasil 

prediksi. Pengujian tidak adanya perbedaan antara prediksi dan observasi ini 

dilakukan dengan uji Hosmer And Lameshow dengan pendekatan metode Chi 

square. Dengan demikian apabila diperoleh hasil uji yang tidak signifikan, maka 

berarti tidak terdapat perbedaan antara data estimasi model regresi logistik dengan 

data observasi. Hasil pengujian Hosmer And Lameshow test diperoleh sebagai 

berikut :  

Tabel 4. 3. Uji Kesuaian Model 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square Df Sig. 

1 12.816 8 .118 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 

 

Pada tabel 4.3 Uji Hosmer And Lemeshow Test diperoleh nilai chi square 

sebesar 12,816 dengan signifikansi sebesar 0,118. Dengan nilai signifikansi yang 

lebih besar dari 0,05 maka berarti tidak diperoleh adanya perbedaan antara data 

prediksi model regresi logistik dengan data hasil pengujian. Hal ini berarti bahwa 

model tersebut sudah tepat dan dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan 

variabel dependen dengan variabel independen. 

4.4.2. Overall Model Fit 

Pada prinsipnya pengujian dengan regresi logistik secara keseluruhan 

dilakukan dengan menguji perubahan nilai log likelihood pada model dengan 

menggunakan 4 variabel independen yang dihipotesiskan. 
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Tabel 4. 4. Perubahan Log Likelihood 

(Beginning Block) 

Iteration History
a,b,c

 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 119.873 .971 

2 119.710 1.059 

3 119.710 1.061 

4 119.710 1.061 

Sumber : Data sekunderyang diolah, 2018 

 

Tabel 4. 5. Perubahan Log Likelihood 

(Method = Enter) 

Iteration History
a,b,c,d

 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant X1 X2 X3 X4 

Step 1 1 98.746 2.725 .001 -.869 -.737 -.014 

2 93.361 4.267 -.006 -1.419 -1.326 -.021 

3 92.704 5.032 -.010 -1.688 -1.660 -.023 

4 92.688 5.172 -.011 -1.735 -1.729 -.023 

5 92.688 5.176 -.011 -1.736 -1.731 -.023 

6 92.688 5.176 -.011 -1.736 -1.731 -.023 

Sumber : Data sekunderyang diolah, 2018 

 

Tabel 4.4 blok awal (beginning block) pada model hanya dengan 

konstanta, diperoleh nilai ï2 log likelihood sebesar 119,710. Kemudian pada tabel 

4.5(Method = Enter) pengujian pada blok 1 atau pengujian dengan memasukkan 4 

prediktor diperoleh nilai ï2 log likelihood sebesar 92,688. Melalui kedua tabel 

/Iteration Historydiatas dapat diketahui selisih nilai -2(L0-L1) adalah 119,710 - 

92,688 = 27,022.Dengan demikian terjadi perubahan nilai ï2 log likelihood yang 

cukup besar setelah menggunakan 4 variabel sehingga model dengan 4 prediktor 

menunjukkan sebagai model yang lebih baik. 
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Signifikansi penurunan ï2 log likelihood dapat dilihat pada uji omnibus 

test of model coefficient yang juga menunjukkan pengujian kemaknaan prediktor 

secara bersama-sama dalam regresi logistik dapat juga dilihat dengan 

menggunakan nilai chi square dalam omnibus test of model coefficient sebagai 

berikut : 

Tabel 4. 6. Hasil uji bersama-sama 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 27.022 4 .000 

Block 27.022 4 .000 

Model 27.022 4 .000 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 

Pengujian kemaknaan predictor secara bersama-sama dalam regresi 

logistic menunjukkan angka chi square sebesar 27,022 yang merupakan selisih 

antara nilai -2 log likelihood awal yang hanya menggunakan konstanta dengan 

nilai -2 log likelihood pada model dengan 4 variabel bebas. Nilai signifikansi uji 

omnibus test of model coefficien diperoleh sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang 

artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari 4 variabel independen terhadap 

tingkat korupsi yang dilakukan pemerintah daerah.  

4.5. Koefisien Determinasi 

Hasil nilai Pseudo R-Square dari regresi logistik digunakan untuk            

mengetahui besarnya variabel dependen (tingkat korupsi) yang dapat dijelaskan 

oleh variabel-variabel yang mempengaruhinya (desentralisasi fiskal, akuntabilitas 

LKPD, akuntabilitas kinerja, dan transparansi LKPD). 
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Tabel 4. 7. Hasil Koefisien Determinasi 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 92.688
a
 .227 .334 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 

Pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa bahwa koefisien determinasi yang 

ditunjukkan dari nilai NagelkerkeR
2 

sebesar 0,334. Hal ini berarti bahwa 33,4% 

variasi  tingkat korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dijelaskan 

oleh ke-4 prediktor (desentralisasi fiskal, akuntabilitas LKPD, akuntabilits kinerja 

pemerintah daerah dan transparansi LKPD) yang digunakan dalam penelitian ini, 

sedangkan sisanya sebesar 66,6% tingkat korupsi dapat dijelaskan oleh variabel 

lainnya diluar variabel independen. 

4.6. Uji Hipotesis 

Tabel 4. 8. Hasil Uji  Regresi Logistik  

 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95.0% C.I.for 

EXP(B) 

Lower Upper 

Desentralisasi_fiskal 

(X1) 
-.011 .052 .042 1 .837 .989 .894 1.095 

Akuntabilitas_LKPD 

(X2) 
-1.736 .683 6.460 1 .011 .176 .046 .672 

Akuntabilitas_kinerja 

(X3) 
-1.731 .816 4.498 1 .034 .177 .036 .877 

Transparansi LKPD 

(X4) 
-.023 .009 6.451 1 .011 .977 .960 .995 

Constant (Y) 5.176 1.385 13.978 1 .000 177.033   

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2018 

Dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS versi 21, maka 

untuk mengetahui kemaknaan pengaruh dari masing-masing variabel tersebut 
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dapat dilihat dari nilai uji Wald (identik dengan uji chisquare). Nilai signifikansi 

yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel terebut berpengaruh 

signifikan. 

1. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Korupsi  

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai koefisien koefisien 

regresi variabel desentralisasi fiskal daerah diperoleh sebesar -0,011. Hasil 

pengujian pengaruhnya desentralisasi fiskal diperoleh nilai Wald sebesar 0,042 

dengan signifikansi sebesar 0,837. Dengan nilai signifikansi yang lebih besar 

dari 0,05, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel 

desentralisasi fiskal memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap 

korupsi pemerintah daerah sehingga hipotesis 1 ditolak. 

2. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap 

Tingkat Korupsi  

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai koefisien koefisien 

regresi variabel akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah diperoleh 

sebesar -1,736. Hasil pengujian pengaruh akuntabilitas laporan keuangan 

pemerintah daerah diperoleh nilai Wald sebesar 6,460 dengan signifikansi 

sebesar 0,011. Dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, maka 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas laporan 

keuangan pemerintah daerah memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Hasil pengujian ini sesuai dengan 

temuan hipotesis 2 bahwa akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah 
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berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi, sehingga hipotesis 2 

diterima. 

3. Pengaruh Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat 

Korupsi  

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel 

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah diperoleh sebesar -1,731. Hasil 

pengujian pengaruh akuntabilitas kinerja pemerintah daerah diperoleh nilai 

Wald sebesar 4,498 dengan signifikansi sebesar 0,034. Dengan nilai 

signifikansi yang lebih besar dari 0,05, maka dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas kinerja pemerintah daerahmemiliki 

pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Hasil 

pengujian ini sesuai dengan rumusan hipotesis 3 bahwa akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi, 

sehingga hipotesis 3 diterima. 

4. Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Terhadap Tingkat  Korupsi  

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai koefisien koefisien regresi 

variabel transparansi laporan keuangan pemerintah daerah diperoleh sebesar -

0,023. Hasil pengujian pengaruh transparansi laporan keuangan pemerintah 

daerah diperoleh nilai Wald sebesar 6,451 dengan signifikansi sebesar 0,011. 

Dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05, maka dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi laporan keuangan pemerintah 

daerah memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat korupsi 
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pemerintah daerah. Hasil pengujian ini sesuai dengan rumusan hipotesis 4 

bahwa transparansi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi, 

sehingga hipotesis 4 diterima. 

4.7. Pembahasan 

Berdasarkan dari hasil pengujian diatas mengenai pengaruh desentralisasi 

fiskal, akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah, dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah 

terhadap tingkat korupsi maka dapat ditemukan pembahasan sebagai berikut : 

1.   Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat  Korupsi  

Hasil pengujian ini menolak hipotesis yang diajukan dalam penelitian. 

Desentralisasi fiskal yang diukur dengan rasio pendapatan asli daerah (PAD) 

ditambah bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan realisasi total pengeluaran 

daerah dalam satuan persen memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

tingkat korupsi pemerintah daerah. Artinya tinggi atau rendahnya sebuah 

desentralisasi fiskal disebuah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. 

Hal ini dapat ditunjukkan pada contoh kota semarang pada tahun 2016 memiliki 

derajat desentralisasi fiskal tertinggi yaitu sebesar 32,90% namun masih 

ditemukan sejumlah kasus korupsi. Pada kabupaten Klaten pada tahun 2016 hanya 

menunjukan derajat desentralisasi fiskal sebesar 8,83% namun tidak terdapat 

adanya temuan korupsi. 

Hasil ini juga memberikan indikasi bahwa korupsi rentan terjadi bukan 

hanya dari PAD seperti pajak dan retribusi daerah, melainkan bisa dari sumber 

pendanaan lain seperti APBD, pengadaan barang/jasa, dana hibah dan bantuan 
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sosial, manipulasi berjalanan dinas. Hal ini mendukung sebuah teori fraud 

triangle bahwa korupsi terjadi akibat adanya peluang (Opportunity) yang 

didukung oleh lemahnya internal control.   

Hasil penelitian ini menolak hasil penelitian Fisman dan Gati (2000), 

Lecuna (2012) bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap tingkat 

korupsi pemerintah daerah. Namun penelitian selaras dengan hasil penelitian 

Irawanti (2005) dan Hartanto (2013) bahwa desentralisasi fiskal tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. 

2.    Pengaruh Akuntabilitas LKPD  Terhadap Tingkat  Korupsi  

Hasil pengujian hipotesis 2 mendapatkan bahwa akuntabilitas laporan 

keuangan pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat 

korupsi pemerintah daerah dengan arah negatif. Hasil penelitian ini berhasil 

membuktikan bahwa akuntabilitas LKPD yang diukur dengan opini audit 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Hal ini berarti bahwa daerah 

dengan akuntabilitas LKPD yang baik ada kaitannya dengan  tingkat korupsi yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin banyak pemerintah daerah 

memperoleh opini auditor dengan hasil WTP maka hal tersebut akan mampu 

mengurangi tingkat terjadinya korupsi dilingkup pemerintah daerah. WTP 

(Unqualified) adalah hasil pemeriksaan terbaik yang diberikan oleh BPK RI atas 

pelaporan keuangan pemerintah daerah. 

Hasil ini mendukung penelitian Nugroho (2016), Masyitoh et al. (2015) 

dalam Ikhwan et.al. (2016) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan 

berpengaruh negative terhadap korupsi, berarti semakin baik tata kelola 
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pemerintahan terutama prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat mengurangi 

tingkat korupsi. Hasil penelitian ini menolak hasil penelitian yang dihasilkan 

Wulandari (2015) opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

korupsi. 

3.   Pengaruh Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap 

Tingkat Korupsi  

Hasil pengujian hipotesis 3 mendapatkan bahwa akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsi 

pemerintah daerah dengan arah negatif. Hasil penelitian ini menerima hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian. Hal ini berarti setiap pemerintah daerah dengan 

akuntabilitas kinerja tinggi dapat mengurangi tingkat korupsi. Karena didalam 

penyelenggaraan pemerintahan, setiap pemerintah daerah akan dituntut untuk 

melaporkan kinerjanya kepada kemendagri untuk dievaluasi masukan, proses, 

keluaran, hasil, manfaat dan dampak dari penyelenggaraan urusan pemerintah 

daerah sehingga segala sesuatu yang diselenggarakan didalam pemerintahan harus 

dipertanggungjawabkan. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Nugroho (2016). 

Namun  menolak hasil penelitian Heriningsih dan Marita (2013) bahwa 

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat korupsi. 

4.   Pengaruh Transparansi LKPD Terhadap Tingkat Korupsi  

Hasil penelitian mendapatkan bahwa variabel transparansi laporan 

keuangan pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat 
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korupsi pemerintah daerah dengan arah negatif. Hasil penelitian menerima 

hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa 

transparansi LKPD yang lebih luas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

penurunan tingkat korupsi pemerintah daerah. 

Pemerintah daerah dapat menyediakan informasi keuangannya melalui 

situs resminya masing-masing sehingga mudah diakses oleh masyarakat atau 

pihak yang berkepentingan. Kondisi ini menggambarkan bahwa pemerintah 

daerah memberikan pengungkapan mengenai item-item keuangan secara terbuka 

kepada masyarakat luas sehingga arus keuangan dapat terungkap akan tidak 

adanya kecurangan di dalamnya. Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara 

yang bersih dan bebas dari tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) harus 

memenuhi asas keterbukaan tersebut. Dalam kondisi tidak transparansi, 

rasionalitas agen cenderung lebih kuat karena ekspektasi agen untuk memperoleh 

insetif pribadi lebih besar. Sebaliknya dalam transparansi, kepemilikan informasi 

yang sama dapat menghindarkan dari korupsi karena rasionalitas agen tidak diberi 

peluang untuk mendapatkan insentif lebih besar. 

Hasil penelitian ini didukung penelitian Khairudin dan Erlanda (2016) dan 

Kurniawan (2009) bahwa transparansi LKPD berpengaruh negatif signifikan 

terhadap tingkat korupsi. Artinya semakin tinggi transparansi LKPD maka dapat 

menurunkan tingkat korupsi. Sedangkan hasil penelitian ini menolak hasil 

penelitian Wulandari (2015) bahwa transparansi LKPD tidak berpengaruh 

terhadap tingkat korupsi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Dari hasil analisis data mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi 

tingkat korupsi maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari variabel desentralisasi fiskal 

(X1) terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah. Sumber terjadinya tindak korupsi bukan hanya dari PAD seperti 

pajak dan retribusi daerah, melainkan bisa dari sumber pendanaan lain 

seperti APBD, pengadaan barang/jasa, dana hibah dan bantuan sosial, 

manipulasi berjalanan dinas. 

2. Terdapat pengaruh negatif yang signifikan dari variabel akuntabilitas 

laporan keuangan pemerintah daerah (X2) terhadap tingkat korupsi 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Karena semua yang 

terkait dengan arus keuangan pemerintah daerah akan diperiksa oleh BPK 

RI, sehingga pemerintah akan lebih meningkatkan pertanggungjawaban 

atas laporan keuangan untuk menghindari ketidakwajaran. 

3. Terdapat pengaruh negatif yang signifikan akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah (X3) terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Karena pemerintah daerah harus 

melaporkan kinerjanya kepada kemendagri untuk dievaluasi. Sehingga 

pemerintah daerah akan lebih maksimal didalam menjalankan kinerjanya 
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sebagai pemerintah daerah. 

4. Terdapat pengaruh negatif yang signifikan dari transparansi laporan 

keuangan pemerintah daerah (X4) terhadap tingkat korupsi pemerintah 

daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dalam kondisi transparansi, 

semua informasi terkait arus keuangan dapat terungkap sehingga 

rasionalitas agen tidak diberi peluang untuk mendapatkan insentif lebih 

besar. Sebaliknya dalam kondisi tidak transparansi, rasionalitas agen 

cenderung lebih kuat karena ekspektasi agen untuk memperoleh insetif 

pribadi lebih besar. 

5.2.  Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitianmasih memilikiketerbatasan dan kekurangan diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Dalam penelitian ini, pengaruh secara simultan variabel-variabel 

independen terhadap variabel dependen hanya 33,4%. Artinya masih ada 

66,6% variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 

2. Dalam variabel desentralisasi fiskal hanya diukur dengan raiso pendapatan 

asli daerah dan bagi hasil pajak dan bukan pajak sehingga masih banyak 

proksi yang bisa digunakan seperti : belanja daerah, belanja pegawai, 

ketergantungan daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. 

5.3. Saran 

Berdasarkan dari hasil pengujian diatas mengenai pengaruh desentralisasi 

fiskal, akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, akuntabilitas kinerja 
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pemerintah daerah, dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah 

terhadap tingkat korupsi maka dapat ditemukan beberapa saran : 

1. Aspek teoritis (keilmuan) 

a) Penelitian terkait tingkat korupsi pada 105 sampel tahun 2014-2016 

menunjukan sebanyak 74% atau 78 pemerintah daerah ditemukan adanya 

tindak korupsi. Perlunya pendidikan anti korupsi dan moral sangat 

diperlukan sejak dini karena menjadi seorang pemimpin harus bisa 

bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan. 

b) Bagi penelitian selanjutnya perlu adanya penambahan variabel yang 

dapat mempengaruhi tingkat korupsi dilingkup pemerintah daerah seperti 

kualitas regulasi pemerintah yang telah diprediksi memiliki hubungan 

negatif dengan tingkat korupsi. Dengan regulasi berkualitas tinggi yang 

jelas, komprehensif dan mudah dilaksanakan maka dapat membantu 

dalam mekanisme anti korupsi di suatu negara. 

2. Aspek praktis (guna laksana) 

a) Besarnya desentralisasi fiskal merupakan tolok ukur kemandirian sebuah 

daerah. Pada tabel statistik deskriptif desentralisasi fiskal ditemukan nilai 

rata-rata paling kecil diantara variabel independen lainnya yaitu sebesar 

14,6120%. Artinya tingkat desentralisasi fiskal pemerintah daerah di 

Jawa Tengah pada tahun 2014-2016 masih sangat kecil. Jadi, pemerintah 

daerah perlu meningkatkan PAD dengan potensi-potensi yang dimiliki 

masing-masing daerah. 
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b) Pemerintah daerah di Jawa Tengah perlu meningkatkan tingkat 

keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan termasuk laporan keuangan 

kepada publik. Pada tabel statistik deskriptif hanya diperoleh nilai rata-

rata pada variabel transparansi LKPD sebesar 49,5239% yang artinya 

tidak mencapai 50% dari total sampel yang melakukan keterbukaan 

aktifitas penyelenggaraan pemerintah termasuk pengadaan barang/jasa, 

investasi, pelaporan keuangan dan terakomodasinya pengaduan 

masyarakat.  Pada hasil penelitian  hanya menunjukan pengaruh sebesar -

0,23.
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LAMPIRAN  

Lampiran 1. Daftar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 

NO KOTA/BAPUBATEN  

1 KAB. BANJARNEGARA 

2 KAB. BANYUMAS  

3 KAB. BATANG 

4 KAB. BLORA 

5 KAB. BOYOLALI  

6 KAB. BREBES 

7 KAB. CILACAP 

8 KAB. DEMAK  

9 KAB. GROBOGAN 

10 KAB. JEPARA 

11 KAB. KARANGANYAR  

12 KAB. KEBUMEN 

13 KAB. KENDAL  

14 KAB. KLATEN  

15 KAB. KUDUS 

16 KAB. MAGELANG 

17 KAB. PATI 

18 KAB. PEKALONGAN 

19 KAB. PEMALANG 

20 KAB. PURBALINGGA 

21 KAB. PURWOREJO 

22 KAB. REMBANG 

23 KAB. SEMARANG 

24 KAB. SRAGEN 

25 KAB. SUKOHARJO 

26 KAB. TEGAL 

27 KAB. TEMANGGUNG 

28 KAB. WONOGIRI 

29 KAB. WONOSOBO 

30 KOTA MAGELANG 

31 KOTA PEKALONGAN 

32 KOTA SALATIGA  

33 KOTA SEMARANG 

34 KOTA SURAKARTA 

35 KOTA TEGAL 
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Lampiran 2. Tabulasi tahun 2014-2016 

Data Korupsi Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah 2014 s/d 2016 

No Kabupaten/Kota 2014 2015 2016 

1 KAB. BANJARNEGARA 1 1 1 

2 KAB. BANYUMAS  1 1 1 

3 KAB. BATANG 0 0 1 

4 KAB. BLORA 1 1 1 

5 KAB. BOYOLALI  1 0 1 

6 KAB. BREBES 1 1 1 

7 KAB. CILACAP 1 1 1 

8 KAB. DEMAK  1 1 0 

9 KAB. GROBOGAN 1 0 1 

10 KAB. JEPARA 1 1 0 

11 KAB. KARANGANYAR  0 1 0 

12 KAB. KEBUMEN 1 1 1 

13 KAB. KENDAL  1 1 1 

14 KAB. KLATEN  1 1 0 

15 KAB. KUDUS 1 1 0 

16 KAB. MAGELANG 0 0 1 

17 KAB. PATI 0 1 0 

18 KAB. PEKALONGAN 1 1 1 

19 KAB. PEMALANG 1 1 1 

20 KAB. PURBALINGGA 1 1 1 

21 KAB. PURWOREJO 1 1 1 

22 KAB. REMBANG 1 1 1 

23 KAB. SEMARANG 1 1 1 

24 KAB. SRAGEN 1 0 1 

25 KAB. SUKOHARJO 0 1 0 

26 KAB. TEGAL 1 0 1 

27 KAB. TEMANGGUNG 1 0 1 

28 KAB. WONOGIRI 1 1 1 

29 KAB. WONOSOBO 0 1 0 

30 KOTA MAGELANG 1 0 1 

31 KOTA PEKALONGAN 0 0 1 

32 KOTA SALATIGA  1 1 1 

33 KOTA SEMARANG 1 1 1 

34 KOTA SURAKARTA 0 1 0 

35 KOTA TEGAL 1 0 1 

  Tidak korupsi  8 10 9 

  Korupsi 27 25 26 
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Tabulasi Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2014-2016 
 

NO KOTA/BAPUBATEN 
Desentralisasi Fiskal (%) 

2014 2015 2016 

1 KAB. BANJARNEGARA 8,93 10,33 10,06 

2 KAB. BANYUMAS  16,06 18,25 16,12 

3 KAB. BATANG 12,52 13,58 11,66 

4 KAB. BLORA 13,39 8,50 15,84 

5 KAB. BOYOLALI  13,23 14,09 13,64 

6 KAB. BREBES 9,76 11,73 11,78 

7 KAB. CILACAP 14,09 14,43 13,42 

8 KAB. DEMAK  14,54 14,72 14,39 

9 KAB. GROBOGAN 13,00 14,18 12,20 

10 KAB. JEPARA 14,00 14,06 11,69 

11 KAB. KARANGANYAR  9,31 13,48 12,29 

12 KAB. KEBUMEN 8,71 10,76 9,59 

13 KAB. KENDAL  13,63 13,81 12,64 

14 KAB. KLATEN 7,28 9,20 8,83 

15 KAB. KUDUS 14,16 20,33 22,64 

16 KAB. MAGELANG 9,10 12,70 11,77 

17 KAB. PATI 11,12 13,80 11,83 

18 KAB. PEKALONGAN 13,97 15,10 16,05 

19 KAB. PEMALANG 9,13 11,70 13,61 

20 KAB. PURBALINGGA 14,84 13,56 12,53 

21 KAB. PURWOREJO 10,99 12,58 11,40 

22 KAB. REMBANG 12,69 13,73 11,29 

23 KAB. SEMARANG 19,90 16,85 15,97 

24 KAB. SRAGEN 10,24 12,92 11,65 

25 KAB. SUKOHARJO 14,28 16,59 15,37 

26 KAB. TEGAL 12,29 14,26 11,77 

27 KAB. TEMANGGUNG 12,40 14,98 13,48 

28 KAB. WONOGIRI 10,47 10,94 9,81 

29 KAB. WONOSOBO 9,62 12,06 11,10 

30 KOTA MAGELANG 16,95 21,76 22,82 

31 KOTA PEKALONGAN 18,05 19,14 20,76 

32 KOTA SALATIGA  14,48 21,04 18,39 

33 KOTA SEMARANG 31,25 28,06 32,90 

34 KOTA SURAKARTA 22,73 23,39 22,90 

35 KOTA TEGAL 26,94 26,37 24,94 
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Tabulasi Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah tahun 2014-2016 

No Entitas 
Opini  Tabulasi 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1 Prov Jawa Tengah WTP WTP WTP 1 1 1 

2 Kab Banjarnegara WTP WTP WTP 1 1 1 

3 Kab Banyumas WTP WTP WTP 1 1 1 

4 Kab Batang WDP WDP WTP 0 0 1 

5 Kab Blora WTP WTP WTP 1 1 1 

6 Kab Boyolali WTP WTP WTP 1 1 1 

7 Kab Brebes WDP WDP WDP 0 0 0 

8 Kab Cilacap WDP WDP WTP 0 0 1 

9 Kab Demak WDP WDP WTP 0 0 1 

10 Kab Grobogan WTP WTP WTP 1 1 1 

11 Kab Jepara WTP WTP WTP 1 1 1 

12 Kab Karanganyar WTP WTP WTP 1 1 1 

13 Kab Kebumen WTP WTP WDP 1 1 0 

14 Kab Kendal WDP WDP WTP 0 0 1 

15 Kab Klaten WTP WTP WDP 1 1 0 

16 Kab Kudus WTP WTP WTP 1 1 1 

17 Kab Magelang WDP WDP WTP 0 0 1 

18 Kab Pati WDP WTP WTP 0 1 1 

19 Kab Pekalongan WDP WTP WTP 0 1 1 

20 Kab Pemalang WDP WDP WTP 0 0 1 

21 Kab Purbalingga WDP WDP WTP 0 0 1 

22 Kab Purworejo WTP WTP WTP 1 1 1 

23 Kab Rembang WDP WDP WDP 0 0 0 

24 Kab Semarang WTP WTP WTP 1 1 1 

25 Kab Sragen WDP WTP WTP 0 1 1 

26 Kab Sukoharjo WDP WTP WTP 0 1 1 

27 Kab Tegal WDP WDP WTP 0 0 1 

28 Kab Temanggung WTP WTP WTP 1 1 1 

29 Kab Wonogiri WDP WTP WTP 0 1 1 

30 Kab Wonosobo WDP WDP WTP 0 0 1 

31 Kota Magelang WDP WDP WTP 0 0 1 

32 Kota Pekalongan WDP WTP WTP 0 1 1 

33 Kota Salatiga WDP WDP WTP 0 0 1 

34 Kota Semarang WDP WDP WTP 0 0 1 

35 Kota Surakarta WTP WTP WTP 1 1 1 

36 Kota Tegal WDP WDP WDP 0 0 0 
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TABULASI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH 

DAERAH  

Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2014-2016 

No Kabupaten/Kota 
Kinerja Pemerintah Daerah 

2014 2015 2016 

1 KAB. BANJARNEGARA 1 1 1 

2 KAB. BANYUMAS  1 1 1 

3 KAB. BATANG 0 1 1 

4 KAB. BLORA 1 1 1 

5 KAB. BOYOLALI  1 1 1 

6 KAB. BREBES 1 0 1 

7 KAB. CILACAP 0 1 1 

8 KAB. DEMAK  1 0 1 

9 KAB. GROBOGAN 0 1 1 

10 KAB. JEPARA 1 1 1 

11 KAB. KARANGANYAR  1 1 1 

12 KAB. KEBUMEN 0 1 1 

13 KAB. KENDAL  0 0 1 

14 KAB. KLATEN  0 1 0 

15 KAB. KUDUS 0 1 1 

16 KAB. MAGELANG 1 1 1 

17 KAB. PATI 1 0 1 

18 KAB. PEKALONGAN 1 1 1 

19 KAB. PEMALANG 0 0 1 

20 KAB. PURBALINGGA 0 1 1 

21 KAB. PURWOREJO 1 1 1 

22 KAB. REMBANG 0 1 0 

23 KAB. SEMARANG 1 1 1 

24 KAB. SRAGEN 1 0 0 

25 KAB. SUKOHARJO 0 1 1 

26 KAB. TEGAL 1 0 1 

27 KAB. TEMANGGUNG 1 1 1 

28 KAB. WONOGIRI 0 1 1 

29 KAB. WONOSOBO 1 1 1 

30 KOTA MAGELANG 0 0 0 

31 KOTA PEKALONGAN 1 1 0 

32 KOTA SALATIGA  1 0 0 

33 KOTA SEMARANG 1 0 1 

34 KOTA SURAKARTA 1 1 1 

35 KOTA TEGAL 0 1 1 
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TABULASI TRANSPARANSI LKPD KAB./KOTA DI JAWA TENGAH TH. 2014/2016 

NO KOTA/BAPUBATEN 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 Total 
Transp 

(%) 
1 2 3 4 5 6 Total 

Transp 

(%) 
1 2 3 4 5 6 Total Transp (%) 

1 
KAB. 

BANJARNEGARA 
0 0 0 0 1 1 2 33,3 0 0 0 0 1 1 2 33,3 0 0 0 0 1 1 2 33,3 

2 KAB. BANYUMAS  1 1 0 0 1 0 3 50,0 1 1 0 0 1 0 3 50,0 1 1 1 1 1 1 6 100,0 

3 KAB. BATANG 1 1 0 0 0 0 2 33,3 1 1 1 0 0 1 4 66,7 0 0 0 0 1 0 1 16,7 

4 KAB. BLORA 1 1 0 0 0 0 2 33,3 1 1 0 0 0 0 2 33,3 1 1 0 0 0 0 2 33,3 

5 KAB. BOYOLALI  1 1 1 1 1 1 6 100,0 1 1 1 1 1 1 6 100,0 1 1 1 1 1 1 6 100,0 

6 KAB. BREBES 1 1 0 0 0 0 2 33,3 1 1 0 0 0 0 2 33,3 1 1 0 0 0 0 2 33,3 

7     KAB. CILACAP 0 0 0 0 0 1 1 16,7 1 1 0 0 0 1 3 50,0 1 1 0 0 0 1 3 50,0 

8 KAB. DEMAK              0 0,0             0 0,0             0 0,0 

9 KAB. GROBOGAN 1 1 0 0 0 0 2 33,3 1 1 0 0 0 0 2 33,3 1 1 0 0 0 0 2 33,3 

10 KAB. JEPARA 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 1 16,7 1 1 0 0 1 0 3 50,0 

11 
KAB. 

KARANGANYAR  
1 1 1 0 1 1 5 83,3 1 1 1 0 1 1 5 83,3 1 1 0 1 1 1 5 83,3 

12 KAB. KEBUMEN 0 0 0 0 1 0 1 16,7 0 0 0 0 1 0 1 16,7 0 0 0 0 1 0 1 16,7 

13 KAB. KENDAL  0 0 0 1 0 1 2 33,3 0 0 0 1 0 1 2 33,3 0 0 0 1 1 1 3 50,0 

14 KAB. KLATEN  1 1 1 1 1 1 6 100,0 1 1 1 1 1 1 6 100,0 1 1 1 1 1 1 6 100,0 

15 KAB. KUDUS 1 1 0 0 0 0 2 33,3 1 1 0 0 0 0 2 33,3 1 1 0 0 0 0 2 33,3 

16 KAB. MAGELANG 1 1 1 1 1 1 6 100,0 1 1 1 1 1 1 6 100,0 1 1 1 1 1 1 6 100,0 

17 KAB. PATI 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 1 16,7 0 0 0 0 1 0 1 16,7 

18 
KAB. 

PEKALONGAN 
1 1 0 0 1 0 3 50,0 1 1 0 0 1 1 4 66,7 1 1 0 0 1 0 3 50,0 

19 KAB. PEMALANG 1 1 0 0 0 0 2 33,3 1 1 0 0 0 0 2 33,3 1 1 0 0 0 0 2 33,3 

20 
KAB. 

PURBALINGGA 
0 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 0 0 1 1 3 50,0 1 0 0 0 1 1 3 50,0 

21 KAB. PURWOREJO 1 1 1 0 0 0 3 50,0 1 1 1 0 0 1 4 66,7 1 1 1 0 0 1 4 66,7 

22 KAB. REMBANG 1 1 0 0 0 0 2 33,3 1 1 0 0 1 1 4 66,7 1 1 0 0 1 1 4 66,7 

23 KAB. SEMARANG 1 1 0 1 1 1 5 83,3 1 1 0 1 1 0 4 66,7 0 0 0 1 1 0 2 33,3 
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24 KAB. SRAGEN 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 1 16,7 0 0 0 0 1 0 1 16,7 

25 KAB. SUKOHARJO 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

26 KAB. TEGAL 1 1 0 0 0 1 3 50,0 1 1 0 0 0 1 3 50,0 1 1 0 0 0 1 3 50,0 

27 
KAB. 

TEMANGGUNG 
1 1 1 0 1 1 5 83,3 1 1 1 0 1 1 5 83,3 1 1 1 0 1 1 5 83,3 

28 KAB. WONOGIRI 1 1 0 0 0 0 2 33,3 1 1 0 0 0 0 2 33,3 1 1 0 0 1 0 3 50,0 

29 KAB. WONOSOBO 1 1 1 0 1 1 5 83,3 1 1 1 0 1 1 5 83,3 1 1 1 0 1 1 5 83,3 

30 KOTA MAGELANG 1 1 0 0 0 0 2 33,3 1 1 0 1 1 0 4 66,7 1 1 0 1 1 1 5 83,3 

31 
KOTA 

PEKALONGAN 
1 1 0 0 1 1 4 66,7 1 1 0 0 1 1 4 66,7 1 1 0 0 1 1 4 66,7 

32 KOTA SALATIGA  1 1 0 0 1 1 4 66,7 0 0 0 1 1 1 3 50,0 0 0 0 0 1 1 2 33,3 

33 KOTA SEMARANG 0 0 0 0 1 1 2 33,3 1 1 0 1 1 0 4 66,7 1 1 0 1 1 1 5 83,3 

34 
KOTA 

SURAKARTA 
0 0 0 0 1 1 2 33,3 1 1 0 0 1 1 4 66,7 1 1 0 0 1 1 4 66,7 

35 KOTA TEGAL 1 1 1 1 1 1 6 100,0 1 1 0 1 1 1 5 83,3 1 1 0 1 1 1 5 83,3 
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Lampiran 3. Hasil Output SPSS 

Descriptives

 

Frequency Table

 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics

105 7.28 32.90 14.6120 4.92799

105 0 1 .61 .490

105 0 1 .71 .454

105 .00 100.00 49.5239 29.63960

105 0 1 .74 .439

105

Desentralisasi Fiskal

Akuntabilitas_lap_

keuangan

Akuntabilitas_kinerja

Transparansi_Lap_

keuangan

Tingkat_korupsi

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iat ion

Akuntabili tas_lap_keuangan

41 39.0 39.0 39.0

64 61.0 61.0 100.0

105 100.0 100.0

non unqualif ied opinion

unqualif ied opinion

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

Akuntabili tas_kinerja

30 28.6 28.6 28.6

75 71.4 71.4 100.0

105 100.0 100.0

tidak memberikan

skor pada LPPD

memberikan skor

pada LPPD

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

Tingkat_korupsi

27 25.7 25.7 25.7

78 74.3 74.3 100.0

105 100.0 100.0

tidak ada korupsi

Ada Korupsi

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent
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Logistic Regression 

Case Processing Summary 

Unweighted Cases
a
 N Percent 

Selected Cases Included in 

Analysis 
105 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 105 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 105 100.0 

a. If weight is in effect, see classification table for the 

total number of cases. 

 

Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

tidak ada korupsi 0 

Ada Korupsi 1 

 

Casewise List
b
 

Case 

Selected 

Status
a
 

Observed 

Predicted 

Predicted 

Group 

Temporary 

Variable 

Tingkat_koru

psi Resid ZResid 

3 S t**  .927 A -.927 -3.563 

17 S t**  .966 A -.966 -5.333 

65 S t**  .841 A -.841 -2.301 

a. S = Selected, U = Unselected cases, and ** = Misclassified cases.  

b. Cases with studentized residuals greater than 2.000 are 

listed. 
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Block 0: Beginning Block 

 

Iteration History
a,b,c

 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 119.873 .971 

2 119.710 1.059 

3 119.710 1.061 

4 119.710 1.061 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 119.710 

c. Estimation terminated at iteration number 4 

because parameter estimates changed by less 

than .001. 

 

Classification Table
a,b

 

 

Observed 

Predicted 

 Tingkat_korupsi 

Percentage 

Correct 

 tidak ada 

korupsi 

Ada 

Korupsi 

Step 0 Tingkat_

korupsi 

tidak ada 

korupsi 
0 27 .0 

Ada Korupsi 0 78 100.0 

Overall Percentage   74.3 

a. Constant is included in the 

model. 

   

b. The cut value is .500    
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Variables in the Equation 

  
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant 1.061 .223 22.573 1 .000 2.889 

 

Variables not in the Equation 

   
Score df Sig. 

Step 0 Variables Desentralisasi_fiskal .056 1 .812 

Akuntabilitas_lap_keua

ngan 
11.918 1 .001 

Akuntabilitas_kinerja 7.977 1 .005 

Transparansi_Lap_keua

ngan 
10.571 1 .001 

Overall Statistics 22.231 4 .000 

 

Block 1: Method = Enter 

Iteration History
a,b,c,d

 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant Desentrali

sasi_fiskal 

Akuntabilitas

_lap_keuanga

n 

Akuntabi

litas_kin

erja 

Transparans

i_Lap_keua

ngan 

Step 

1 

1 98.746 2.725 .001 -.869 -.737 -.014 

2 93.361 4.267 -.006 -1.419 -1.326 -.021 

3 92.704 5.032 -.010 -1.688 -1.660 -.023 

4 92.688 5.172 -.011 -1.735 -1.729 -.023 

5 92.688 5.176 -.011 -1.736 -1.731 -.023 

6 92.688 5.176 -.011 -1.736 -1.731 -.023 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the 

model. 

    

c. Initial -2 Log Likelihood: 

119.710 

    




